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MOTTO
Jadikan yang telah terjadi sebagai contoh bagi yang akan terjadi,

karena segala sesuatu banyak mengandung persamaan ( Imam
Ali,ra)

Sumber: Intisari (1997: 22)
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RINGKASAN

Tata kehidupan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat tergantung
pada kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha vang sebagian besar bersifat agraris. Seringkali
dijumpai masyarakat mengalihkan hak atas tanah melalui perjanjian jual beli yang
hanya dibuat dibawah tangan dan disaksikan oleh kepala desa sesuai dengan wilayah
hukum tanah tersebut berada. Meskipun telah ada aturan formil dalam hal pengalihan
hak atas tanah, namun dalam kenyataannya masyarakat seringkali malakukan transaksi
jual beli tanah yang didasarkan rasa saling percaya tanpa mengikuti aturan formil.
Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk
skripsi yang berjudul : “Kajian Yuridis Tentang Faktor Materiil Dalam Perjanjian
Jual Beli Tanah ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No: 2136
K/Pdt/1997, tanggal 15 Maret 1999 ) «,

Permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini adalah mengenai pengaruh
dari faktor materiil dalam perjanjian jual beli tanah dan juga menganalisa dasar
pertimbangan hakim, fakta yang diambil untuk mempermudah pembahasan tersebut
adalah dari putusan MARI No: 2136 K/Pdt/1997, tanggal 15 Maret 1999. Secara umum
tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana hukum serta
memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan sedangkan secara khusus
menganalisa secara yuridis pengaruh faktor materiil dalam perjanjian jual beli tanah dan
dasar pertimbangan hakim.

Dalam mempelajari dan menganalisa bahan-bahan hukum yang ada guna
penulisan skripsi ini, penulis menggunakan suatu metode penulisan. Bahan-bahan
hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum sekunder
yang mencakup sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.
Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dengan cara membaca dan
mempelajari kasus atau fakta yang diaplikasisan dengan sumber bahan hukum yang

ada. Analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi in1 adalah dengan metode

normatif kualitatif,

X1
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Dalam fakta telah terjadi suatu kesepakatan lisan yang dicantumkan melalui
konsep perjanjian mengenai pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Asmar
Ayung (penjual) dan Juanda Lesmana (pembeli) pada tanggal 12 Agustus 1995.
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kasus yang terjadi tidak
dilakukan dihadapan PPAT seperti yang ditegaskan oleh pasal 19 PP No. 10 tahun
1961. Dalam artian para pihak tidak memenuhi aturan formil, namun hanya memenuhi
aturan materiil menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan
Yurisprudensi MARI No.122 K/SIP/1973 dan Yurisprudensi MARI No.601
K/SIP/1972, maka perjanjian jual beli yang tidak dilakukan dihadapan PPAT asalkan
Syaral-syarat materiilnya telah terpenuhi adalah sah sedangkan aturan formil tidak bisa
membatalkan perjanjian tersebut. Sehingga faktor materiil memiliki pengaruh yang kuat
dan aturan formil yang ada tidak bisa membatalkan perjanjian ini karena hanya bersifat
administratif,

Penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Agung vyang
melalui putusannya tersebut telah memenuhi unsur keadilan dan kepast.ian hukum. Hal
ini tercermin dari putusannya yang menyatakan sah perjanjian jual beli yang terjadi
pada tanggal 12 Agustus 1995 karena telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif
perjanjian dan memerintahkan kepada penjual untuk melakukan penyerahan dihadapan
PPAT Namun, untuk mengurang terjadinya sengketa pertanahan, maka para pihak yang
akan melakukan pengalihan hak atas tanah selayaknya memenuhi aturan formil juga
untuk mendapatkan sertifikat

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pengaruh kekuatan dari
faktor materiil dalam perjanjian jual beli tanah adalah kuat. sedangkan faktor formil
memiliki sifat administrtif. Mahkamah agung telah memenuhi rasa keadilan dan
kepatian hukum dalam putusannya tersebut.

Saran-saran yang dapat diberikan yaitu dalam hal peralihan hak atas tanah
hendaknya memenuhi prosedur administrasi guna mendapatkan suatu kepastian hukum
dan hakim seyogyanya selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, rasa keadilan dan

kepastian hukum. guna menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
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WLX PERPUSTAKAMG ). -
1 TRITMRETTAS I i

BABT
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tata kehidupan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat
tergantung pada kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha vang sebagian besar bersifat
agrans, sehingga tanah merupakan tumpuan harapan bagi rakyat guna dapat
melangsungkan tata kehidupannya.

Landasan kebijaksanan politik pertanahan Indonesia adalah pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang UUPA yang mengamanatkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan
dan seluruh rakyat Indonesia pada tingkatan tertinggi diberi kewenangan untuk
mengelola tanah bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan
agar tanah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat,
bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Saat ini banyak bermunculan masalah-masalah pertanahan vang
mengkristalisasi dalam bentuk sengketa-sengketa tanah. Permasalahan yang
merupakan titik awal dari adanya sengketa adalah menyangkut status tanah yang
dalam hal ini menyangkut keabsahan tanah yang dimiliki atau dikuasai seseorang.
Seringkali dijumpai dalam masyarakat mengalihkan hak atas tanah mereka
melalui perjanjian jual beli yang hanya dibuat dibawah tangan dan disaksikan oleh
kepala desa sesuai dengan wilayah hukum tanah tersebut berada. Para pthak
dalam perjanjian tersebut harus mengetahui adanva konsekuensi atas dasar
kesepakatan  terhadap hal-hal yang terjadi setelah perjanjian itu dilaksanakan,
Hal 1m untuk menjaga jangan sampai terjadi gangguan dalam kehidupan
masyarakat yang bisa menyebabkan kegoncangan. Jual beli, vegitu juga dengan
hibah dan tukar-menukar adalah merupakan suatu perbuatan hukum untuk
memindahkan hak milik atas sesuatu barang. Hak milik itu sendiri merupakan
hak kebendaan atau hak sescorang atau suatu pihak atas benda tertentu, terkuat,

terpenuh dan paling sempurna daripada hak-hak kebendaan lainnya. Dikatakan

1
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(B

demikian karena pemegang hak milik ini dapat berbuat apa saja terhadap benda
miliknya itu, misalnya memakai sendiri. menjual. menyewakan, meminjamkan
dengan cara apapun kepada pihak lain bahkan sampai memusnahkannya yang
secara yundis tidak dilarang sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum atau
kepentingan orang lain.

Telah ada aturan formil mengenai perpindahan hak seperti UUPA No. §
Tahun1960, PP no 10 tahun 1961 yang diperbarui dengan PP no. 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut hal
tersebut dalam KUHperdata. Dalam PP No. 10 Tahun 1961, terutama pasal 19
dijelaskan bahwa segala perbuatan hukum  dalam bentuk perjanjian yang
bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu
akta vang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.

Namun dalam kenyataan di masyarakat, seringkali  dijumpai bahwa
mereka sering melakukan suatu perbuatan hukum berupa perjanjian peralihan hak-
hak atas tanah dengan jalan jual beli hanya didasarkan pada saling percaya
mempercayai antara keduanya tanpa mengikuti aturan-aturan formil

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas hal tersebut
dalam bentuk skripsi vang berjudul : “ Kajian Yuridis Tentang Faktor Materiil
Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
RINo: 2136 K/Pdt/1997, tanggal 15 Maret 1999 )

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya ruang lingkup dalam penulisan
skripsi ini guna menghindari adanya penulisan yang menyimpang dari pokok
permasalahan serta untuk mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun ruang
lingkup permasalahannya adalah mengenai pengaruh kekuatan faktor materiil

dalam perjanjian jual beli tanah.
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah dikemukakan
tersebut, maka permasalahan vang diambil dalam skripsi ini adalah:
| Bagaimanakah pengaruh faktor materiil dalam jual beli tanah terhadap
keabsahan perjanjian jual beli ?
2. Apakah dasar dan pertimbangan hakim agung dalam putusan No. 2136
K/PdU1997, tanggal 15 maret 1999 sudah benar menurut hukum yang

berlaku ?

1.4 Tujuan Penulisan
Didalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan dapat mencapai
tujuan sebagai berikut -
L4.1 Tujuan Umum
[ Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah
ditentukan guna meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember.
2. Untuk  disumbangkan kepada almamater tercinta dalam menambah

perbendaharaan tulisan atau karya tulis ilmiah dan wawasan

L8]

Untuk  memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan,
khususnya pada bidang hukum yang diperoleh dari perkuliahan vang
bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat

1.4.2 Tujuan Khusus

I. Untuk menganalisis secara vuridis mengenai pengaruh faktor materil

dalam jual beli tanah terhadap keabsahan perjanjian jual beli.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim agung
dalam putusan Mahkamah Agung no. 2136 K/Pdi/1997. tanggal 15
Maret 1999,

1.5 Metode Penulisan
Suatu  penulisan vang bersifat ilmiah harus mempergunakan  suatu

metodologr agar bisa mencapai hasil yang obyektif dan memiliki nilai ilmiah.

Suatu  karya  ilmiah  harus mengandung  kebenaran yvang  dapat
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dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang
sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya. Metode
penulisan pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara ilmuwan
dalam mempelajari  dan menganalisa serta memahami lingkungan yang
dihadapinya (Soekanto,19866). Dalam penulisan skripsi ini adapun metode yang
digunakan penulis sebagai berikut:

L.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah vang dilakukan
dengan mengkaji peraturan perundangan, teori hukum dan pendapat para sarjana
hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro,1998:10).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Di dalam penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum vang dipergunakan
untuk memecahkan masalah adalah sumber bahan hukum sekunder. Sumber
bahan hukum sekunder ini merupakan sumber bahan hukum hasil penelitian dan
pengolahan orang lain vang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik
pribadi penulis.

Sumber bahan hukum sekunder ini mencakup dua hal, vaitu:

@ Sumber bahan hukum primer sebagai sumber yang diambil dari peraturan
dasar, peraturan perundangan, bahan hukum vang tidak dikodifikasi,
yurisprudensi serta dokumen-dokumen yang mendukung penulisan skripsi.

b. Sumber bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum
primer dan dapat membantu dalam mengadakan analisis (Soekanto.1986: | 5)

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan suatu langkah yang penting dalam
metode ilmiah. Dalam skripsi ini, pengumpulan bahan hukum yang penulis
lakukan adalah dengan cara membaca dan mempelajari kasus yang diaplikasikan
dengan bahan hukum yang diperoleh dari literatur atau studi kepustakaan yang
berkaitan dengan masalah vang dibahas dan sebagai bahan perbandingan antara

teori dan kenyataan vang ada.
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N

1.5.4  Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi int adalah
normatif kualitatif, vaitu suatu metode untuk mendapatkan gambaran singkat
mengenai suatu permasalahan vang tidak didasarkan pada angka-angka bilangan
statistik namun didasarkan pada analisa yang telah teruji dengan norma-norma
atau  kaedah yang berhubungan dengan masalah vyang dibahas. Langkah
selanjutnya adalah menarik kesimpulan secara deduktif vaitu menark dan
menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat

khusus (Soemitro. 1998 88)
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Asmar Ayung dan Hadi Susanto, penduduk Tarakan memiliki beberapa
bidang tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso Kotif Tarakan. Sebagian tanah
tersebut bersertifikat baik hak milik maupun HGB dan sebagian lagi belum
bersertifikat, baru berupa surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa Sakemit.
Luas tanah seluruhnya 6.700 m”,

luanda Lesmana dan Anggunawan, pengusaha berkeinginan mencari tanah
yang berlokasi di jalan Yos Sudarso untuk investasi membangun sebuah hotel
bertaral internasional dalam rangka menyambut ditingkatkannya Kotif menjadi
Kotamadya Tarakan .

Melalui perantara Ling, dipertemukan Asmar Ayung dengan Juanda cs untuk
berbincang tentang rencana pembangunan hotel di Tarakan.

Pada tanggal 12 Agustus 1995 terjadi kesepakatan lisan antara kedua belah
pihak yang kemudian ditulis dalam kertas konsep yang berisi kesapakatan bahwa
Asmar Ayung cs setuju menjual tanahnya kepada Juanda cs dengan harga Rp. 1.3
milyar yang pembayarannya dilakukan oleh Juanda secar bertahap beberapa kali
pembayaran. Konsep perjanjian jual-beli ini belum ditandatangani oleh kedua
belah pihak.

Juanda menyerahkan kepada asmar ayung cek senilai Rp. 50.000.000.- sebagai
tanda jadi pengikat.

Beberapa minggu kemudian. Asmar Ayung ingin menemui Juanda cs. namun
tidak berhasil. Kepada Kardono. kakak Juanda, Asmar ayung memberitahukan
bahwa kesepakatan lisan dengan Juanda untuk rencana Jual-beli tanah dibatalkan
dan cek senilai Rp. 50 juta dikembalikan kepada Juanda melalui Kardono.

Juanda c¢s tidak menerima tanah yang telah disepakati dijual kepadanya itu,
dibatalkan secara sepihak oleh Asmar Ayung dan tanah tersebut dijual lagi kepada
orang lain yakni Edi cs. Juanda berpendapat Ayung telah ingkar janji atas

perjanjian pengikatan untuk jual beli tanah tanggal 12 Agustus 1995 seperti yang
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telah dituangkan dalam konsep perjanjian, meski belum ditandatangani olegh
kedua belah pihak. Kesepakatan lisan sudah tercapar denagn diberikannya uang
muka berupa cek senilai 50 juta rupiah kepada Asmar Ayung sebagai tanda jadi.
Juanda Lesamana dan Anggunawan kemudian mengajukan gugatan perdata
terhadap para tergugat, yakni:1. Asmar Ayung 2. hadi Susanto 3. Sari Asmara 4.
Edi 5. valid dan Notaris/ PPAT di pengadilan negeri tarakan Kaltim dengan
tuntutan
Dalam pokok perkara:

* Menyatakan sah perjanjian ikatan jual beli antara penggugat dan Tergugat
tanggal 12 agustus 1995,

* Menyatakan Tergugat | Ingkar janji.

* Memerintahkan kepada tergugat 1 dan 11 untuk melaksanakan perjanjian
tanggal 12 Agustus 1995 dan menghukm Tergugat untuk membayar uang
paksa sebesar Rp.1.000.000.-/hari

Atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat menyangkal dan

menolak dalil gugatan tersebut dan mengajukan eksepsi serta menolak gugatan
konpensi  tersebut dan selanjutnya  para  Tergugat mengajukan gugatan
rekonpensi dengan tuntutan atau petitum sebagai berikut :

* Menolak gugatan konpensi

* Menyatakan surat perjanjian jual beli tanah pada tanggal 12 Agustus 1995
adalah cacat hukum dan tidak sah

Adapun bunyi dan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 19/Pdt. C-

/1996/PN  TRK,Tanggal 27 November 1996 menolak’ Eksepsi:serta
mengabulkan pokok perkara untuk sebagian yang pada intinya adalah -

* Menyatakan perjanjian jual-beli tangal 12-8-1995 atas tanah sengketa
antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat menurut hukum

* Memenntahkan tergugat I-11-111 untuk memenuhi perjanjian pngikatan jual
beli tanggal 12 agustus 1995 dan menerima pembayaran harga tanah
sengketa dari para penggugat dan melakukan penyerahan hak milik kepada

penggugat melalui akta jual beli PPAT
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Sedangkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.
16/Pdt/1997/PT. Smd. Tanggal 6 februari 1997 memutuskan sebagai berikut :
* Menguatkan putusan tentang eksepsi
* Mengadili : membatalkan putusan P.N. Tarakan no. 19/Pdt. C-/1996/PN
Trk
* Dan mengadili sendiri : dalam konpensi menolak gugatan penggugat
seluruhnya dan dalam rekonpensi menolak gugatan rekonpensi seluruhnya.
Sedangkan putusan Mahkamah Agung RI adalah :
¢ Mengadili, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
No. 16/pat/1997 putusan Pengadilan Negeri Tarakan no. 19/Pat.C-/1996
* Mengadili sendiri dengan mengabulkan tuntutan provisi untuk sebagian
serta menolak eksepsi para tergugat
* Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat sebagian
* Dalam rekonpensi menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya.
2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan vuridis dalam penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut :
I. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
a. Pasal 1320 KUH Perdata :
Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlikan empat svarat, vaitu
sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat
suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal
b. Pasal 1338 KUH Perdata :
ayat (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya
ayat (3): Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik
¢. Pasal 1340 KUH Perdata :

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnva
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d.Pasal 1365 KUH Perdata :
Tiap perbuatan melanggar hukum yvang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

¢. Pasal 1464 KUH Perdata :
Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah
satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau

mengembalikan uang panjarnya

2.UU No. S5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
a.Pasal 5 :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air. dan ruang angkasa ialah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-
undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya | segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agraria

b. Pasal 19 ayat (1):

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendafiaran
tanah seluruh wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan vang diatur
peraturan pemernintah

3.PP No. 10 Tahun 1961, Pasal 19 avat (1) :

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau
meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat vang
ditunjuk oleh Menteri Agraria.

4. PP No. 24 Tahun 1997, pasal 3 avat (1) mengenai tujuan pendaftaran tanah

Untuk memberikan kepastian hukum aan perlindungan kepada pemegang

hak tersebut .
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S.Yurisprudensi ;

a. Yunisprudensi MARI No. 122 K/Sip/1973
Belum dinyatakan jual beli tanah sengketa dimuka PPAT tidaklah
menyebabkan batalnya perjanjian karena hal tersebut hanya merupakan
persyaratan administratif saja

b. Yurisprudensi MARI No. 601 K/Sip/1972

Jual beli tanah yang dilaksanakan didesa dan diketahui oleh lurah dan
camat selaku pejabat akta tanah sudah cukup membuktikan adanya jual
beli yang sah (syarat untuk sahnya sudah dipenuhi) dan syarat-syarat pasal
19 UUPA no. 5 Tahun 1960 mengenai ini bukan menentukan syarat sah
tidaknya perjanjian jual beli tetapi hanyalah suatu syarat pembuktian yang
harus diikuti setelah terjadinya suatu perjanjian jual beli yang sah

¢. Yunsprudensi MARI No. 123 K/Sip/1970

Dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat
kontan, sedangkan pendaftaran sesuai dengan UUPA no S Tahun 1960 dan

peraturan pelaksanaannya bersifat administratif belaka.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian dan sahnya perjanjian

Hofmann yang mengartikan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara
sejumlah terbatas subyek-subyek sehubungan dengan itu seorang atau beberapa
orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinva untuk bersikap
menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap
demikian itu.

Pitlo memberikan deﬁnisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum yang
bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang
satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi
(Setiawan, 1987 :2).

Suatu perjanjian atau perikatan bisa terjadi baik melalui persetujuan atau
karena undang-undang (pasal 1233 KUH Perdata). Persetujuan itu sendiri adalah
suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih (pasal 1313 KUH Perdata). Persetujuan pada

asasnya hanya mengikat pihak-pihak yang membuat persetujuan saja. Sedangkan
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perikatan atau perjanjian yang timbul dari undang-undang menurut pasal 1352
KUH Perdata timbul dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang.
Untuk hal ini terjadinya harus selalu dikaitkan dengan suatu kenyataan atau
peristiwa (rechifeir).

Ada beberapa asas dalam hukum perjanjian, yaitu -

1. Asas kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas dalam membuat
ataupun mengadakan suatu perjanjian baik yang sudah diatur dalam
perjanjian atauapun belum. Meskipun demikian ada batasan-batasan dalam
hal ini, yaitu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum
seperti yang tercantum dalam pasal 1337 KUH Perdata.

2. Asas itikad baik, artinya para pihak harus memiliki kejujuran dalam
melaksanakan perjanjian, dimana sikap ini terfokus dalam batin seseorang
pada waktu diadakan perbuatan hukum dan perjanjian tersebut harus
didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai
dengan kepatutan masyarakat.

3. Asas Pacta Sun Servanda, artinya perjanjian yang telah disepakati dan
dibuat secara sah itu mengikat seperti halnya undang-undang dan
memberikan perlindungan  kepada para pembeli agar mereka tidak
khawatir akan hak-haknya , sehingga pihak ketiga tidak dapat mengambil
keuntungan ataupun kerugian dari perbuatan mereka kecuali dalam
perjanjian tersebut telah diperjanjikan.

4. Asas konsensuil, artinya dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata
sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa ditkuti perbuatan
hukum lain kecuali perjanjian itu bersifat formil dan pada detik itu juga
(kesepakatan) perjanjian itu sudah mempunyal akibat hukum. Asas ini
terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata

Untuk sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata ada 4 (empat)
syarat, yaitu: sepakat mereka vang mengikatkan dinnya; cakap untuk membuat
perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab atau causa vang halal.

Unsur kesepakatan dan kecakapan yang menyangkut subyek perjanjian,

keduanya disebut syarat subvektif Unsur vang berkenaan dengan materi atau
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obyek perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab vang halal, disebut syarat
obyektif. Dengan mengadakan pembedaan ini. akibat hukum vang ditimbulkan
juga berbeda seperti ada perjanjian yang dapat dibatalkan dan ada yang batal
dengan sendirinya disebut batal demi hukum. Dalam hal ini apabila unsur
subyektif tidak terpenuhi, akibat hukum perjanjian adalah dapat dibatalkan
(vernietighaar). Artinya perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi unsur tersebut
dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim melalui pengadilan. Sedangkan
apabila syarat subyektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, akibat hukumnya adalah
batal demi hukum (null and void atau nietig verkiaard). Artinya sejak awal tidak
pernah lahir suatu perjanjian sehingga tidak pemmah ada perikatan. Jadi, tidak
pernah lahir perjanjian, tidak ada akibat hukum apapun sehingga tidak ada dasar
hukum yang dapat dijadikan alas hak untuk melakukan gugatan atau penuntutan.

Pembatalan suatu perjanjian harus memenuhi 3 syarat (pasal 1266 KUH
Perdata), vaitu

I harus ada persetujuan timbal balik

2. harus ada ingkar janji

3. putusan hakim

Dalam hukum adat yang dimaksud dengan hukum perjanjian adalah

hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum perhutangan (schuldenrechr)
termasuk soal transaksi-transaksi tanah (grondtransakties) dan transaksi-transaksi
yang menyangkut tanah (transakties waarbijgrond betrokken is). sepanjang hal itu
ada hubungzinnya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat, Antara hukum
perjanjian adat dan hukum perjanjian barat atau hukum perjanjian menurut
perundang-undangan  sebagaimana terdapat dalam KUHPerdata terdapat
perbedaan. Perbedaan mana adalah disebabkan latar belakang alam pikiran
kebudayaan masyarakat yang melahirkan hukum itu berbeda. Sebagaimana yang
dikatakan Von Savigny “Das Recht wind nicht gemachli, es ist und wird mit dein
volke™ (hukum itu bukan dibuat tetapi ia adalah bersama masyarakat). Perbedaan
yang jelas nampak antara hukum perjanjian adat dan hukum perjanjian barat ialah
terletak pada dasar kejiwaan. Menurut Prof Subekti yang menyatakan bahwa

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau
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dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian yang
menerbitkan suatu perikatan antara para pihak vakni dua orang yang
membuatnya . Kemudian Wirjono Projodikoro (1960:9) mengemukakan
perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua
pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan
sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut
pelaksanaan janji itu .

Sesuai pengertian ini bisa diketahui bahwa hukum perjanjian barat bertitik
tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan dan bersifat kebendaan
sedangkan hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan
dan kerukunan dan bersifat tolong menolong. Perjanjian menurut hukum barat
menerbitkan perikatan sedangkan menurut paham adat untuk mengikatnya
perjanjian harus ada tanda pengikat.

2.3.2 Pengertian perjanjian jual beli
Mengenai jual beli itu sendiri menurut pengertian vang diberikan oleh KUH
Perdata adalah suatu perjanjian atau persetujuan timbal balik antara pihak yang
satu selaku penjual yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak
lain selaku pembeli dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan. Sesuai
pengertian ini muncullah hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli, vaitu:
I pthak penjual berhak untuk menuntut uang pembayaran dari pembeli atau
sebaliknya pembeli berkewajiban untuk membayar harga vang telah

disepakati

[

pihak pembeli berhak untuk menuntut penyerahan benda obyek jual beli

atau sebaliknya penjual berkewajiban untuk menyerahkan benda objek jual

beli kepada pembeli

3. pihak penjual berkewajiban untuk menanggung terhadap adanya cacad
tersembunyi atau sebaliknya pembeli berhak untuk menuntut jaminan
seperti itu.

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah para

pihak yang bersangkutan mencapai kata sepakat tentang harga dan barang,
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meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar (pasal 1458
KUH Perdata).

Pada dasarnya jual beli menurut KUH Perdata bersifat obligatoir, vaitu vang
baru meletakkan hak dan kewajibannya kepada para pthak perlu diikuti suatu
penyerahan atas barang sehingga hak milik berpindah dari penjual ke pembeli.
Untuk melakukan levering atau penyerahan ini harus dilakukan oleh orang yang
berhak berbuat bebas atas barang tersebut, yaitu si pemilik barang atau orang yang
secara kKhusus diberi kuasa olehnya. Sesuai dengan pernyataan ini bisa penulis
nyatakan bahwa dalam setiap pemindahan hak milik yang telah memenuhi
ketentuan undang-undang, pengalihannya adalah sah. Namun. apabila vang terjadi
adalah sebaliknya (terdapat cacat hukum dalam pelaksanaannya) maka
penyerahannya pun menjadi batal atau bisa dinyatakan pemindahan hak milik
dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam hukum adat jual beli tanah yang menyebabkan beralihnya hak milik
tanah dari penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya disebut Jual lepas, yang
dalam bahasa Jawa disebut adol plas atau sade plas. Beberapa sarjana menyatakan
tentang jual lepas sebagai berikut

l. Van Vollenhoven menyatakan jual lepas dari sebidang tanah atau
perairan ialah penyerahan dari benda itu dihadapan petugas-petugas
hukum adat dengan pembayaran sejumlah uang pada saat itu atau
kemudian;

2.S.A. Hakim menyatakan penyerahan sebidang tanah (termasuk air)
untuk selama-lamanya dengan penerimaan uang tunai (atau dibayar dulu
sebagian), uang mana disebut uang pembelian;

3. Imam Sudiyat manyatakan menjual lepas (Indonesia) atau adol plas run
temurun, pati bogor (Jawa) atau menjual jaja (Kalimantan). vaitu
menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara
tunai, tanpa hak menebus kembali, jadi penyerahan itu berlaku untuk
seterusnya (Hilman, 1986:120-121)

Perbuatan jual lepas dalam transaksi tanah adalah suatu perbuatan tunai

yang berlaku riil dan konkrit artinya nyata dan jelas dan dapat ditangkap oleh
panca indera. Pada perbuatan jual lepas tanah kebanyakan berluku denagn sistem
panjer, jika perjanjian dibuat tanpa memberi panjer maka berbicara yang terjadi
antara para pihak baru merupakan janji omong saja dan belum merupakan

kesepakatan apalagi suatu perikatan dan janji omong itu tidak berakibat timbulnya
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kewajiban. Sebagaimana yang dikatakan Holleman suatu afspraak itu tidak
mengikat, ia hanya merupakan kewajiban perasaan untuk melaksanakannva.
Tetapi jika janji itu diikuti déngan pemberian tanda jadi tanda pengikat atau sering
dikenal dengan panjer maka janji itu menimbulkan kewajiban untuk berbuat
dalam arti untuk melaksanakan pembelian. Tanpa adanya ikatan panjer maka
orang tidak akan merasa ada ikatan untuk berbuat (Hilman, 1986:126)

UUPA tidak memberikan penjelasan mengenal apa yang dimaksud dengan
jual beli hak milik atas tanah. Mengingat hukum agraria memakai sistem dan asas-
asas hukum adat maka terjadinya jual beli hak milik atas tanah harus bersandar
pada hukum adat, sebagaimana vang dimaksud dalam pasal 5 UUPA Tahun 1960,
yaitu :

“ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
dan kepentingan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan
sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum
dalam Undang-undang ini dan segala peraturan perundangan lainnya,
segala sesuai dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada
hukum agraria “
Selanjutnya dalam pasal 26 ayat (1) UUPA No. 5/1960 menyatakan bahwa :

“Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,pemberian
menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk menurut adat
dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta
pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah

Ketentuan pasal diatas dapat diketahui bahwasanya setiap peralihan hak hak milik

atas tanah mendapatkan pengawasan dari pemerintah hal ini bertujuan untuk
melindungi pihak ekonomi lemah dan Juga untuk membantu dalam memberikan
kemudahan administrasi pertanahan vang menyangkut segala pencatatan dan
pendataan bagi masyarakat vang telah melakukan pendafiaran hak atas tanah di
Kantor Pertanahan. Untuk memudahkan pengawasan oleh pemerintah maka setiap
jual beli hak milik atas tanah harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan pasal 19
ayat (1) UU No.5/1960.
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2.3.3 Pengertian faktor materiil dan formil dalam perjanjian jual beli
2.3.3.1 Pengertian faktor materiil dalam perjanjian jual beli

Faktor materiil merupakan faktor-faktor vang ada dalam perjanjian yang
dipengaruhi  oleh kebiasaan-kebiasaan vang terjadi dimasyarakat dalam
melakukan suatu perjanjian jual beli. Faktor ini berkaitan dengan perbuatan yang
mendasarkan pada hukum adat. Dalam hukum adat sendiri dijelaskan bahwa suatu
perbuatan jual beli atau jual lepas adalah bersifat tunai yang berlaku secara riel
dan konkrit artinya jelas dan nyata dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi
perjanjian ini sah apabila pihak-pihak telah memiliki sepakat untuk melakukan
perjanjian dengan disertai saksi-saksi vang biasanya kepala adat atau kepala
persekutuan. Selain itu dalam hukum adat yang sangat menonjol adalah adanya
dasar dalam melakukan suatu perbuatan antara masyarakat yang satu dengan yang
lain yaitu saling rasa percava.

Kepatuhan masyarakat dalam melakukan perbuatan peralihan hak secara
materiil  disebabkan dalam hukum adat terdapat unsur-unsur yang yang
menimbulkan kewajiban hukum dari masyarakat. Unsur-unsur ini adalah-

I. Unsur kenyataan : bahwa hukum adat itu dalam keadaan yang sama
selalu diindahkan oleh rakyat;

2. Unsur psikologis : bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakvat,
bahwa adat yang dimaksud mempunyai  kekuatan hukum (Soerojo,
1995:18).

Disamping hal tersebut, hukum adat memiliki beberapa corak, vaitu:

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia
menurut hukum adat merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatan
yang erat;

2. Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan
hidup alam masyarakat Indonesia:

3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit;

4. Hukum adat mempunyai sifat yang universal artinva perhubungan
hukum adat dianggap hanya terjadi, oleh karena ditetapkan dengan
ikatan yang dapat dilihat (Soerojo, 1995:68)
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2.3.3.2 Pengertian faktor formil dalam perjanjian jual beli
Faktor formil merupakan faktor yang sesuai aturan perundangan yang ada

mengatur masalah suatu peralihan hak atas tanah Menurut ketentuan PP No.24

tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa setiap peralihan dan
pembebanan hak atas tanah hanya dapat didafiar apabila dibuktikan dengan akta

PPAT. Dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat

Akta Tanah terutama pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan mengenai tugas pokok

PPAT. vaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat

akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak

atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang dijadikan dasar bagi
pendaftaran perubahan data pendafiaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan
hukum itu. Dalam hal pembuatan akta PPAT adalah wajib dilakukan dikantor

PPAT, kecuali apabila salah satu pihak atau kuasanya tidak datang karena alasan

vang sah. Dalam hal demikian PPAT diperbolehkan untuk membuat akta ditempat

orang tersebut berada dengan ketentuan bahwa para pthak yang bersangkutan
harus hadir bersama dihadapan PPAT.

Oleh karena akta PPAT dipergunakan sebagai bukti otentik mengenai
perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan data yuridis pendaftaran tanah.
demi kejelasan tanggung  jawab maka PPAT harus mengetahui  mengenai
kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akta;mengetahui mengenai obyek
perbuatan hukum baik data fisik maupun yuridisnya dan mengenai identitas para
penghadap (para pihak).

Ada beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap awal dalam melakukan
peralihan hak atas tanah dihadapan PPAT.

a. Pertama untuk jual beli tanah yang sudah bersertifikat sebaiknya meminta
SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang menentukan status tanah
vang akan diperjualbelikan tersebut pada Kantor Agraria. Maksud untuk
memperoleh SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) ini antara lain
untuk mengetahui dengan pasti apakah data vang tercantum dalam fotocopy
sertifikat yang diterima dari calon penjual atau kuasanya cocok dengan SKPT

(Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang dimintanya. Keterangan dan
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sertifikat tanah meungkin sudah tidak sama lagi dan ini baru diketahui setelah
mendapatkan  SKPT  (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) tersebut.
Disamping itu juga untuk mengetahui siapa vang sebenarnya berhak atas
tanah yang akan dibelinya, lokasi dan berapa luas tanah vang akan dibeli serta
untuk mengetahui status hukum dari tanah tersebut. Selanjutnya pemilik atau
pemegang hak atas tanah harus membawa sertifikat tanah beserta akta Jual beli
untuk dimintakan suatu balik nama pada Kantor Agraria dan didaftarkan atas
nama pembeli tanah tersebut sebagai pemilik vang baru.

Kedua, bagi jual beli yang belum bersertifikat maka harus dilakukan
dihadapan PPAT untuk mendapatkan akta sebagai syarat pendaftaran tanah.
Sebelumnya para pihak harus membawa kuitansi pembayaran yang
diperlihatkan kepada PPAT. Dihadiri oleh dua orang saksi, dihadapan PPAT
penjual dan pembeli mengisi formulir permohonan ijin pemindahan haknya
atas tanah dan menandatangani akte jual beli tanah tersebut. Sebelum PPAT
membuat akta peralihan hak atas tanah harus diperlihatkan lebih dahulu
sertifikat tanah yang bersangkutan, bila tanah itu telah didaftarkan atau
dibukukan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Dalam hal tanah belum
didaftarkan atau dibukukan pada Kantor Pertanahan. maka sebagai pengganti
sertifikat tanah, harus diserahkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah)
dari Kantor Pertanahan. Selanjutnya PPAT memproses permohonan untuk
melakukan pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat sebagai alat bukti
hak.
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh faktor materiil dalam perjanjian jual beli tanah

Sistem pengaturan hukum perjanjian bersifat open system yang merupakan
kebalikan dari system tertutup, ini berarti system ini memungkinkan orang dapat
membuat perjanjian mengenai apapun juga, baik vang ada ketentuannya dalam
peraturan perundangan maupun dapat juga mengadakan perjanjian jenis baru yang
belum dikenal dalam undang-undang.  Sifat-sifat peraturannya adalah
“anvullenrech” (merupakan hukum pelengkap) sedangkan sifat peraturan dalam
hukum benda bersifat “dwingenrechr” (hukum pemaksa’hukum yang memaksa).
Maknanya para pihak  dalam pejanjian  dapat menyimpang atau
mengesampingkan barlakunya ketentuan-ketentuan vang tercantum dalam buku
I KUH Perdata manakala mengenai sesuatu hal para pthak membuat ketentuan
sendiri. Kemungkinan lain KUH Perdata bisa berlaku seluruhnya bilamana para
pihak tidak mengaturnya sama sekali dan bisa bersifat melengkapi manakala
sesuatu hal para pihak mengaturnya tidak lengkap.

Dalam setiap perjanjian pasti ada pihak-pihak vang saling memliki
kemauan dan kesepakatan bersama serta obyek vang jelas dan halal. Kesesuaian
kehendak para pihak disertai adanya itikad baik berupa kejujuran dan kepatuhan
dalam melaksanakan perjanjian adalah  sesuatu vang diperlukan untuk
menghindari kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Peristiwa semacam ini
dikenal dengan peristiwa hukum tindakan manusia Artinya tindakan ini
menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum tersebut dikehendaki atau paling
tidak dianggap dikehendaki oleh sipelaku.

Hal ini tercermin pada kesepakatan lisan vang terjadi antara Asmat Ayung
selaku penjual dan Juanda Lesmana selaku pembeli vang telah melakukan
peralihan hak atas tanah melalui perbuatam hukum berupa jual beli yang terjadi
pada tanggal 12 Agustus 1995. Itikad baik telah ditunjukkan oleh pihak pembeli
dengan menyerahkan uang muka atau panjer berupa cheque senilai

Rp.50.000.000,- yang kemudian diterima oleh pihak penjual dengan disertai
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kesepakatan pembeli akan melakukan pembayaran beberapa kali. Dalam pasal
1464 KUH Perdata telah dijelaskan bahwa bila pembelian dibuat dengan
pemberian uang panjer, maka salah satu pihak tidak boleh membatalkan perjanjian
itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjer. Namun menurut
Hilman Hadikusuma (1986:108), pasal ini tidak sesuai dengan hukum adat, oleh
karena perjanjian yang dibuat itu tidak boleh mengandung paksaan, harus berlaku
atas dasar suka sama suka dan panjer bukanlah suatu tanda pengikat yang
memaksa dan bersifat mutlak .

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kasus yang
terjadi pada tanggal 12 Agustus 1995 tidak dilakukan dihadapan PPAT seperti
yang ditegaskan oleh pasal 19 PP No. 10 tahun 1961. Dalam artian para pihak
tidak memenuhi aturan formil dalam melakukan perbuatan peralihan hak atas
tanah, namun hanya memenuhi aturan materiil menurut kebiasaan yang berlaku
dalam masyarakat.

Dalam kasus yang terjadi, para pihak tidak melakukan perjanjian dihadapan
PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagaimana diwajibkan oleh PP No. 10
Tahun 1961 pada pasal 19 yang intinya menvatakan bahwa setiap peristiwa
peralihan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Ada yang berpendapat
bahwa pasal 19 PP No.10/1961 mengharuskan jual beli hak atas tanah harus
dibuktikan dengan akta PPAT. Pendapat lain menyatakan bahwa pasal ini
diadakan dalam rangka acara pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang
bertujuan memberikan alat pembuktian yang kuat kepada pembeli.

Untuk diselenggarakannya pendaftaran tanah menurut pasal 19 PP No.10
Tahun 1961, maka diadakan sanksi pidana pada pasal 43 dan 44 Peraturan
Pemerintah tersebut. Adapun bunyi dari kedua pasal tersebut adalah:

pasal 43 : “Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa
ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.10.000,-

pasal 44 yaitu:

ayat (1) 7 Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam

pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat”
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ayat (2) :” Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp.10.000 -+ '

Kedua pasal ini tidak ada ketentuan yang menyatakan apabila perjanjian
yang dilakukan tanpa melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria menjadi
tidak sah. Namun ketentuan ini diadakan demi ketertiban umum dan tujuan pasal-
pasal i agar mereka yang bersangkutan bisa melakukan jual beli dihadapan
PPAT.

Ada beberapa yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI, yaitu :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 122 K/SIP/1973 yang menyatakan
bahwa :“Belum dinyatakan jual beli tanah sengketa dimuka PPAT tidaklah
menyebabkan batalnya perjanjian karena hal tersebut hanya merupakan
persyaratan administratif saja” dan

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 601K/SIP/1972 yaitu, © Jual beh
tanah yang dilaksanakan didesa dan diketahui oleh lurah dan camat selaku pejabat
akta tanah sudah cukup membuktikan adanya jual beli vang sah (syarat untuk
sahnya sudah dipenuhi) dan svarat-syarat pasal 19 UUPA no. 5 Tahun 1960
mengenal i bukan menentukan syarat sah tidaknya perjanjian jual beli tetapi
hanyalah suatu syarat pembuktian yang harus diikuti setelah terjadinya suatu
perjanjian jual beli yang sah™

3.Yurisprudensi MARI No. 123 K/Sip/1970 vaitu, ** Dalam hukum adat tindakan
yang menyebabkan pemindahan hak bersifat kontan, sedangkan pendaftaran
sesual dengan UUPA No 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya bersifat
administratif belaka.

Atas pertimbangan itulah. maka biarpun tidak dilakukan dihadapan PPAT,
akan tetapi bilamana syarat-syarat yang bersifat materiil dipenuhi, vyaitu syarat
subyektif dan obyektif maka jual beli itu adalah sah.

Peristiwa peralihan hak atas tanah yang terjadi pada tanggal 12 Agustus
1995 dilakukan oleh para pihak sesuai dengan kebiasaan vang telah dianut oleh
masyarakat dan terus-menerus dilakukan oleh mereka yang akan melakukan
tindakan vang serupa.

Dalam ketentuan pasal 1875 KUH Perdata dinyatakan bahwa akta dibawah
tangan yang diakui oleh para pihak maka kekuatan yang dimiliki seperti akta
otentik. Jadi, dari sini bisa diketahui bahwa pengakuan dari para pihak adalah
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penting sekali yang didasari pula dengan itikad baik dalam melakukan perjanjian
seperti yang dinyatakan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Pada dasarnya apabila pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 diadakan maka
banyak sekali perjanjian jual beli yang menjadi tidak sah, maka mengingat pasal 5
UU No. 5 tahun 1960 pemerintah memperbarui PP No. 10 Tahun 1961 dengan PP
No.24 Tahun 1997. PP 24 Tahun 1997 ini memiliki sifat yang sesuai dengan
pribadi bangsa dan kebiasaan masyarakat. Hal ini tercermin dalam bunyi pasal 37,
yaitu

(1). Pemindahan hak atas tanah dari hak milik atas satuan rumah susun
melalui  jual beli tanah, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali
pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan
paraturan perundangan yang berlaku

(2). Dalam keadaan tertentu sebagaimana vang ditentukan oleh Menteri.

Kepala Kantor Pertanahan dapat mendafiar pemindahan hak atas bidang

tanah hak milik, dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia

yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat PPAT, tetapi yang menurut

Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup

untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.
Penulis bisa menemukan kemudahan dalam melakukan perbuatan hukum

perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 24 tahun 1997 pasal 37
terutama seperti apa yang tercantum pada avat (2) vakni masyarakat bisa
melakukan perjanjian menurut kebiasaan atau adat setempat. Namun perlu
diperhatikan bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal 37 ayat (2) ini bukan
untuk menciptakan hukum baru melainkan hanya melakukan penerapan ketentuan
hukuim yang sudah ada dan ada dalam hukum adat.

Sumber hukum dari UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria adalah hukum agraria adat yang disaneer vakni telah
disempurnakan dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia.

Hukum Agraria  sekarang  ini tidak  mengenal  lembaga
“Eigendomsuitwijzing” yang diatur dalam pasal 621,622 dan 623 KUHperdata
atau = Milik Uitwijzing " yang diatur dalam S.1872 no. 177, maka pembeli tidak
dapat meminta kepada pengadilan agar jual beli hak atas tanah itu dinyatakan sah

menurut hukum dan dengan demikian tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik
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yang sah dari hak atas tanah yang dibelinya, kecuali pihak pembeli bisa
melakukan pembuktian dan meyakinkan hakim. Pemilik juga harus memiliki
bukti yang menyatakan sebagai pemilik yang sah dalam wujud sebuah akta.
Terhadap hak atas tanah yang belum dibukukan, pernyataan sebagai pemilik
diluar sengketa hanya dapat dilakukan menurut acara yang diatur dalam Peraturan
Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 dan Peraturan Pemerintah No.
10/1961.

Pernyataan pengakuan hak itu diberikan oleh Gubernur (Kepala Inspeksi
Pertanahan ) atau dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat dalam
rangka pembuatan buku tanah dan sertifikatnya. Permintaan pengakuan hak dan
pembukuan hak oleh pembeli tidak akan dilayani oleh instansi-instansi itu Jika
tidak disertakan akta jual belinya yang dibuat oleh PPAT.

Sebagaimana yang diketahwi bahwa fungsi daripada akta vang dibuat
dihadapan atau oleh PPAT itu adalah untuk membuktikan bahwa benar telah
terjadi jual beli hak atas tanah yang disebutkan di dalamnya, sedangkan jual beli
hak atas tanah menurut pengadilan telah terjadi vang berarti bahwa haknya sudah
beralih kepada pembeli maka dapatlah pembeli dengan keputusan itu datang
kepada Kepala kantor Pertanahan kabupaten/Kotamadya yang berwenang untuk
meminta agar diselenggarakan peralihan hak atas tanah. Pencatatan itu harus
dilakukan setelah pembeli mendaptkan ijin dari instansi pertanahan yang

berwenang. Dalam penvelenggaraan peralihan hak atas tanah ada kesukaran yang
. dihadapi vyaitu jika tanahnya sudah dibukukan dan sudah dikeluarkan
sertifikatnya, tetapi sertifikat itu tidak diserahkan kepada pembeli.

Oleh karena itu untuk menghindari kesulitan seperti ini, maka pengadilan
sebaiknya menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada pembeli.

Bila seandainya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya vang
berwenang keberatan untuk menerima suatu keputusan pengadilan sebagai
pengganti  akta PPAT, maka kemungkinan satu-satunya untuk dapat
diselenggarakannya pencatatan peralihan hak itu adalah dengan jalan mengulangi
kembali perbuatan jual beli tersebut dihadapan PPAT. Akan tetapi hal inipun

masth mengalami kesulitan, yaitu jika penjual sudah meninggal dunia atau penjual
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tidak bersedia melakukan jual beli sekali lagi, sehingga pembeli atau ahh
warisnya tidak mungkin dapat mengalihkan kepada pihak lain atau membebani
dengan hak tanggungan, meskipun menurut hukum pembeli dan ahii warisnya
menjadi pemilik tanah yang bersangkutan.

Sebagaimana dikemukakan diatas, maka jalan yang terbaik adalah
mengulangi jual belinya dihadapan PPAT. Tetapi apabila hal itu tidak dapat
dilakukan, maka satu-satunya jalan atau cara vang dapat dilakukan oleh mereka
adalah tafsiran bahwa dengan keputusan pengadilan vang mengatakan bahwa jual
beli tersebut sah menurut hukum. maka Kepala Kantor Pertanahan
kabupaten/Kotamdya yang berwenang dapat mencatat peralihan hak vyang
bersangkutan dalam buku tanah dan sertifikatnya setelah memperoleh ijin
pemindahan dari instansi pertanahan yang berwenang dan sudah berperkara
dimuka pengadilan.

Pihak pembeli akan mengalami kesukaran bilamana Jual beli m tidak
dilakukan dihadapan PPAT vyaitu

I. Bagi pembeli untuk memperoleh ijin pemindahan hak dari instansi yang
berwenang akan mengalami kesulitan:

2. Kantor Pertanahan pun akan menolak untuk melakukan pencatatan
peralihan haknya;

Untuk menjamin suatu kepastian hukum maka seharusnya masyarakat
dalam melakukan peralihan hak atas tanah dilakukan pada pejabat yang ditunjuk
(PPAT) untuk memperoleh akta otentik. Hal ini Juga didasarkan atas bunyi dari
yurisprudensi MARI No.601 K/SIP/1972 yakni jual beli tanah yang dilaksanakan
didesa dan diketahui oleh lurah dan camat selaku pejabat akta tanah sudah cukup
membuktikan adanya jual beli yang sah (syarat untuk sahnya sudah dipenuhi) dan
Syarat-syarat pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 mengenai ini bukan menentukan
syarat sah tidaknya perjanjian jual beli tetapi hanyalah suatu syarat pembuktian
yang harus diikuti setelah terjadinya suatu perjanjian jual beli yang sah

-Akta otentik ini menurut pasal 165 HIR, pasal 285 Rbg dan pasal 1870
KUHperdata memiliki sifat acte ambletijk vaitu suatu bukti sempurna dan
mengikat. Pengertian sempurna dimaksudkan bahwa akte otentik ini tersebut
cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak. Konkretnya sebagai bukt
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sempurna dalam arti bahwa ia tidak memerlukan penambahan alat bukti lain,
sedangkan mengikat dimaksudkan bahwa apa yvang ditulis dalam akta tersebut
harus dipercaya hakim yakni harus dianggap benar selama ketidakbenarannya
tersebut tidak dibuktikan sebaliknya. Akta otentik yang bersifat acte parti) yang
kesempurnaannya hanya berlaku terhadap kedua belah pihak dan ahli warisnya
serta bagi orang atau pihak ketiga akta tersebut tidak bersifat sebagai alat bukt
sempurna melainkan sebagai alat pembuktian bebas dimana penilaiannya
diserahkan pada pertimbangan, rasa keadilan dan kebijaksanaan hakim (Lilik
Mulyadi, 2002:162-163).

Sesual uraian pembahasan ini penulis memiliki pendapat bahwa pengaruh
dari faktor materiil dalam perjanjian jual beli tanah adalah kuat sedangkan faktor
formil merupakan unsur administrasi saja vang tidak menyebabkan jual beli batal

apabila tidak memenuhinya.

3.2 Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 2136
K/Pdt/1997 pada tanggal 15 maret 1999.

Suatu putusan hakim menurut Lilik Mulyadi (2002:160) merupakan
sebuah mahkota, puncak dan akte penutup dari proses perkara perdata. Hingga
untuk itu diharapkan putusan hakim yang dijatuhkan hendaknya mencerminkan
nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga diterima Khusunya oleh
kedua belah pihak yang berperkara dan sejauk mungkin dihindart timbulnya
perkara baru dikemudian hari.

Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung adalah pada pasal

10 ayat (3) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No 14 Tahun 1970
vang bunyinya “Terhadap putusan yang telah diberikan tingkat terakhir oleh
pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada
Mahkamah Agung”.

Dalam tngkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan
berdasarkan pada alasan keberatan-keberatan vang diajukan oleh pemohon kasasi.
Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori
kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Bahwa pengadilan tinggi vang telah mengesampingkan bukti penggugat
pertama dengan alasan bukti hanya berupa fotocopy sehingga tidak dapat
diterima sebagai alat bukti sah adalah bertentangan dengan ketentuan hukum
acara perdata yang berlaku pasal 302 R bg. Surat perjanjian jual beli tanggal

12 .Aglistlls 1995 yang disebutkan diwakili oleh termohon kasasi I tetap
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dianggap sah sepanjang kedua-duanya tidak mengajukan keberatan atas
dilibatkannya pihak mereka dalam pengikatan jualbeli tersebut, hal itu
disebabkan mengingat status hukum yang dimiliki surat perjanjian semacam
itu yang diketahui mengikat secara intern diantara pihak-pihak vang
membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata) Begitupun dengan kedudukan
pemohon kasasi 11 walaupun dalam kedudukannya selaku pembeli belum
membubuhkan tanda tangan atau parafnya dalam bukti penggugat periama, hal
itu tidak mengurangi keabsahan karena sepanjang pemohon Kkasasi 11 tidak
mengajukan keberatan atas pencantuman namanya sebagai pihak dalam ikatan
perjanjian tersebut, berarti keterlibatan pihaknya dalam ikatan perjanjian tetap
dianggap ada secara materiil.

2. Bahwa putusan pengadilan tinggi kurang cukup dipertimbangkan yang
beranggapan tidak ada satupun dari bukti-bukti surat maupun saksi yang
berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan para pemohon kasasi padahal dan
bukti-bukti tersebut terutama bukti produk penggugat pertama telah memenuhi
ketentuan-ketentuan pasal 1320 KUH Perdata didukung dengan bukt surat-
surat lainnya dan hal ini jelas menunjukkan telah terjadinya penstiwa hukum
perikatan jualbeli antara para pemohon kasasi dengan para termohon kasasi
LILII, karenanya secara hukum telah sah serta memiliki kekuatan mengikat
sebagaimana digariskan dalam pasal 1458 KUH Perdata dan Yurisprudensi
MARI No. 122K/Sip/1973. K

Berdasarkan pada keberatan-keberatan' yang disampaikan oleh pemohon
kasasi diatas maka Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Kasasi
didasarkan atas pertimbangan bahwa Mahkamah Agung membenarkan keberatan
dari pemohon kasasi yang menyatakan bahwa pengadilan tinggi telah salah
menerapkan hukum karena mengenai terbitnya dan fakta adanya buktiP-I vaitu,
surat perjanjian jual beli tanggal 12 Agustus 1995 tidak saling dipertentangkan
oleh para pihak sehingga menurut hukum tidak perlu dibuktikan lagi apakah bukti
itu ashi atau fotocopi saja. Bukti P-1 tersebut memenuhi syarat obyektif dan syarat
subyektif yang ditentukan oleh pasal 1320 KUH Perdata dan tidak terdapat alasan

adanya dwang dwaling atau bedrog.
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Berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, tanpa mempertimbangkan
alasan kasasi lainnya, maka menurut pendapét Mahkamah Agung RI terdapat
alasan cukup untuk mengabulkan permohonan kasasi dan para pemohon kasasi
(Juanda lesmana dan kawan-kawan tersebut dengan membatalkan putusan
penadilan Tinggi kalimantan Timur di Samarinda tanggal 6 Pebruari 1997
No.16/Pdt/1997/PT Smda. Yang membatalkan putusan pengadilan negeri Tarakan
tanggal 27 November 1996 No.19 Pts.PdtG/1996/PN Trk. Mahkamah Agung
akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana akan disebut
dibawah ini:

Menimbang bahwa para termohon kasasi para tergugat asal sebagai pihak
yang dikalahkan dalam perkara ini,maka harus dihukum untuk membayar biaya
perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan
Undang-undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1 JUANDA

LESMANA, 2. ANGGUNAWAN tersebut;

Membatalkan putusan pengadilan tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

tanggal 6 Pebruari 1997 No.16/Pdt/1997/PT Smda jo putusan pengadilan

negeri Tarakan tanggal 27 November 1996 No.19 Pts.PdtG/1996/PN Trk.
DAN MENGADILI SENDIRI:
DALAM KONPENSI: '
Mengenai Provisi:

I. Mengabulkan tuntutan provisi sebagian;

2. Memerintahkan kepada Tergugat | sampai dengan V serta siapa saja
vang mendapat hak dari mereka untuk sementara waktu menghentikan
segala benwk aktivitas pekerjaan diatas lokasi tanah sengketa yang
dapat merugikan para pihak sampai menunggu pemeriksaan perkara ini
memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Menolak tuntutan provisi untuk selebihnya;
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Mengenai eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat;

mengenat pokok perkara:

I. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

2.Menyatakan sah sita jaminan (CB) atas tanah sengketa vyang
dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1996 berdasarkan penetapan No.19
Pts.PdtG/1996/PN Trk tanggal 15 agustus 1996

3. Menyatakan perjanjian jual beli antara para Penggugat dan Tergugat
LILII tanggal 12 Agustus 1995 atas tanah seluas 6.700m? terletak di
Jalan Yos Sudarso Desa Sekumit Kotif Tarakan (bukti P-I) adalah sah
dan mengikat menurut hukum:

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I bertindak baik untuk dininva sendiri
maupun selaku kuasa dari Tergugat 11,111 yang membatalkan secara
sepihak perjanjian jualbeli tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan
Hukum;

5. Menyatakan surat-surat perjanjian untuk pengikatan jual beli tanggal 16
Agustus 1995 (bukti T.IV/V-2 sampai dengan buku T.IV/V-6) dan surat-
surat jualbeli tanggal 7 agustus 1996 (bukti T.IV/V-14 sampal dengan
bukti T.IV/V-17 antara Tergugat 11 dan 11I dengan Tergugat IV dan V.
yang dibuat oleh turut tergugat Notaris PPAT dan segala akibat hukum
yang timbul dariperjanjian tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat

6. Memenintahkan kepada Tergugat LILII untuk memenuhi perjanjian
pengikatan jual beli (bukti P-I) tersebut dan menerima pembayaran harga
tanah sengketa tersebut dari para penggugat termasuk pembavaran
hutang tergugat 1 pada bank atau pihak ketiga lainnya, kemudian
melakukan penyerahan hak milik oleh Tergugat LILIII kepada para
Penggugat melalui akta jual beli oleh PPAT

7. Menghukum Tergugat [-V atau siapa saja yang mendapat hak

~darimereka untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong

dan utuh beserta menyerahkan segenap surat-surat asli sertifikat hak
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milik dan surat lainnya yang bersangkutan dengan tanah tersebut kepada
para penggugat;

8. Menghukum turut Tergugat untuk menaati putushn ni;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam putusan provisi;

10. Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya.

Kajian penulis:

Penulis berpendapat bahwa putusan dari Mahkamah Agung yang tertuang
pada No. 2136K/Pdt/1997 tersebut lebih menonjolkan pada kebenaran materiil
(isi/substansi) dari perjanjian tersebut sehingga memenuhi rasa keadilan. Hal ini
tercermin dari putusan dari Mahkamah Agung yang mengesahkan perjanjian jual
beli dibawah tangan dengan pertimbangan bahwa perjanjian tersebut tidak saling
dipertentangkan oleh para pihak dan telah memenuhi unsur dari pasal 1320 KUH
Perdata. Syarat sahnya perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat adalah
tunai, ril dan konkrit. Selain itu unsur kepastian hukumnya Juga telah nampak,
hal ini tercermin dalam amar putusannya mengenai pokok perkara vang
memerintahkan kepada pihak tergugat (pihak penjual) untuk melakukan
penyerahan hak milik kepada pihak penggugat (pembeli) dihadapan PPAT,
sehingga Mahkamah Agung dengan putusannya ini telah memenuhi pasal 19
UUPA. Selain itu alasan Mahkamah Agung menggunakan Yurisprudensi MARI
No. 122K/Sip/1973 adalah memenuhi pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970, vang
intinya mewajibkan bagi hakim untuk menggali hukum vyang tumbuh di
masyarakat, sehingga dari sini penulis sependapat dengan putusan Mahkamah

Agung vang tertuang dalam putusannya tersebut.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut dapat ditarik beberapa

kesimpulan, yaitu:

lic

(3]

Pengaruh faktor materiil dalam perjanjian jual beli tanah adalah kuat dan
faktor formil memiliki sifat administratif. Namun, bagi pihak pembeli
akan memiliki beberapa kesukaran-kesukaran yaitu sulithya memperoleh
ijin untuk pemindahan hak, kantor pertanahan akan menolak untuk
dilakukannya pencatatannya, akan terjadi masalah yang baru atau sengketa
atas tanahltersebut bilamana tidak memenuhi aturan formil vang ada.
Mahkamah Agung telah memenuhi unsur rasa keadilan dan kepastian
hukum hal ini tercermin dari keputusannya yang mengesahkan perjanjian
tanggal 12 Agustus 1995 dengan segala akibat hukumnya serta
memerintahkan kepada penjual untuk melakukan peralihan hak milik atas
tanah kepada pembeli dihadapan PPAT

4.2 Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan sehubungan permasalahan

vang ada, yaitu:

k.

Untuk 1kut serta menyukseskan pembangunan terutama mengenai
pertanahan sebaiknya masyarakat dalam hal melakukan peralihan hak atas
tanah diharapkan memenuhi prosedur yang berlaku dan  dilakukan
dihadapan PPAT sebagai syarat pendaftaran untuk memperoleh sertifikat.
Sehingga dengan apa yang dilakukan tersebut lebih menjamin kepastian
hukum bagi pemegang hak tersebut.

Dalam memutus suatu perkara seyogyanya hakim selalu menjunjung
tinggi hak asasi manusia, rasa keadilan dan kepastian hukum.guna

menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
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LAPIRAL I

JUAL-BELI TANAH DIMUKA PP.A
DINYATAKAN TiDAK SAH

KASUS FOSISI :

Asimar Ayung dan Hadi Susanio, penduduk Tarakan memiliki
Yung

beberapa bidang tanah yang terletak di Jin. Yos Sudarse Kouf
Tarskzn. Sebagian tanah tsh. bersertifikai baik hak milik
maupun H.G.B. dan scbagian lagi belum bersertifikat, baru
berupa sural keteranoan  kepemilikan dan Kepala Desa

.

Sakemit. Luas tanab seluruhnys 6.700 m?,

Juanda Lesmana dan Angounawan, pengusaha berkeinginan
mencari tanah yang beriokasi di JIn. Yos Sudarso untuk
investast membangun sebuah Hotel bertaraf Internasional
dzlam rangka menyambut ditingkatkannya Kotif menjadi
e adya Tarakan.

Asmar Ayung selama it mempunyai hutano kredit dan Bank
BED dan BRI setempat dan tanah miliknya itu diserabikan
hepeda kreditur Bank sebagai jaminan hutangnya, semua surat
tanah dipeyang dan disunpan di Bank.

Saat itu Asmar Ayung sedang mengalami kesulitan keuangan
untuk membayar kembaii hutang kreditnya kepada kedua Bank
nu.

Melalui perantara Ling, dipertemukan Asmar Ayung dengan
Juanda cs untuk berbincang tentang rencana pembingunan
Heicl dr Tarakan tsh.

Padz 12 Agustus 1945 tenadi kesepakatan lisan antara bedua
belah pihak yang kemudian dituhs dalam kertas konsep yang
benst kesepokatan bzhwae Asmar Ayung €s setuju menjual
tanahnya kepada Juandz cs dengan harga Rp. 1,3 milyar yana
pembayarannya dilakukan oleh Juanda secara bertahap
Koncep perjanjian juai-beh in
tir eleh kedua b v fash

ebagar tenda jadi-pengikat- Juanda menverahkan kepada
Asmer Avung chegue senilat Bp. 50.000.000.-

Ecberapa minggu kemudian, Asner Ayung ingin menemui
Juanda c¢s, namun tidar berhicci. Xepade Kardono, kakad
Juanda, Asmar Ayung membeniztuian bahwa kesepzkatan
lisan dengan Juanda untci rencanz juzl-beli tanai dibatalkan
dan cheque senilai Rp. &0 julz ditziabzlhikan kepsda Juandz
melaivi Kardono. Cisamiping iz, &tés permintcan Asmar
Ayung maka Kardono menuliskan tzlimat "batal kesepakatan
jual beli 1anah” pada konsep "Ferjanjian Pengikatan Jual-Beli
i)

_Tanah tanggal 12 Agustus 1985" yang masih kosong dan bukan

ditanda tangani oleh kedua pthak tsh.

Pada 23 Agustus 1295 di lokasi tanat ish. Juanda meliha! ada
kegiatan kerja berupa penggaliari ¢zn pemagaran tanah yang
dilakukan oleh Edi dan Valdi. Seielzh diselidiki ternyata tanah
tsb. telah dijual oleh Asmar Ayuna hepada Edi dan Valdi yang
juga merencanakan membangun Hotel Internasional di lokasi
tsh.

Asmar Ayung yang scdang kesulitan uang tsb. meminta
kepada Edi dan Valdi membayar semua hutangnya kepada
kedua Bank tersebut, sehingga scmua surat tanah dapat
cikeluarkan dari kedua Bank selaku krediturnya.

Edi dan Valdi membayar untuk pembelian tanah milik Asmar
Ayung tersebut sebesar Rp. 1,6 milyar. Setelah urusan dengan
Bank diselesaikan, maka Ayung dan Edi pergi ke Notaris / PPAT
Darmawin SH untuk dibuatkan Akta Juazl Beli PPA.T atas tanah
tersebut.

Juanda Cs tidak menerima tanah yang telah disepakati di jual
kepadanya itu, dibatalkan secara sepihak oleh Asmar Ayung
dan tanah tersebut di jual lagi repada orang lain Edi Cs.
Juanda berpendapal Ayung telah inckar janji, atas “perjanjian
pengikatan untuk jual-beli tanah 1g! 12-8-1995%" seperti yang
sudah dituangkan .dalam konscp perjanjian, meski belum
ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Kesepakatan lisan
sudah tercapai dengan diberikan uzng muka berupa chegue
Rp. 50 juta kepada Asmar Ayungc sebzaai landa jadi.

Juanda lesmana dan Anggunawen kemudian mengajukan
augatan perdala terhadap para tergucat: 1. Asmar Ayung 2.
iadi Susanto 3. Sari Asmara 4. Edi 5 Valdi dan 6. Notaris
[PPAT di Pengadilan Negeri Tarakan -nalum- dengan tuntutan
yang pchkoknya sebagai berikut:
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i
I. Dalam provisi: ; - Menolak quoaizn konpens:

2 Ea_ﬁm;md Siia Jaminan atas tanah uo:mf.;:. b Menyatakan Sura Perjan, an Juat Beli tanah tangoal 12

- rs:..:..152:&@253Uor:_‘.m: seaala kegiatan peker- Agustus 1995 acalah cacat hukum can tidak sah
jaan di lokasi tanah tersebut. ! Me i =N kL e

© Menghukum Tergugat |, U, I membayar dwangton engangkat kembali Sita jaminan atas tanah sengketa.
Rp. 1.000.000,-/hari setiap pelanggarannya. - () I et e < s s 5 Ao Gt

. Balam pokok perkara: PENGADILAN NEGERI :

- Menyatakan sah Perjanjian ikatan jual beli antara ’ L s

Penggugat dan Tergugat tgl 12-8-1995. * Majelis Hakim Pencadilan Negeni yang mengadili perkara ini
ra dalam  putusannya memberi pertimbangan hukum  yang
Menyatakan Tergugat | Ingkar janji. pokoknya demikian -

4 En:«&ruxa: Tergugat | dan I Bn:._c..: lagi _._:m:. - DliR aian bara pivak Pergibaml dun Terdugal | oty
sengketa  kepada Tergugat IV dan V sebagm J AT e i %5 * Peroikat
“Perbuatan Melanggar Hukum™. Qr:@u:.( mam_..:._ WONLL ru.::::._: Cina, ma @ n.a.,? atan

untuk jual -beli tanah dalam perkara ini, disamping

. Menyatakan batal demi hukum (nietig) sejak bentuk diberlakukan pasal 19 PP. No. 10 whun 1961, juga peraturan
perbuatan  hukum  atas tanah  sengketa yang dalam B.W.
dilakukan Tergugat, baik bawah langan maupun | :
dihadapan Notaris/PPA.T. e Hakim pertama mengacu pada pasal 1320 B.W. untuk

menentukan syahnya suatu perjanjian dalam kasus ini. Berupa

: Memerifitahkan kepada Tergugat | dan Il untuk konsep perjanjian yang belum ditanda tangani pira pihak
melaksanakan /memenuhi perjanjian ikatan jual-beli namun sudah diketik rapi - memuat pasal pasal dan
tanah 12 Ajustus 1995. sebagainya. (bukti P I).

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Scebagai tanda pengikatan, pengqugat | telah memberikan
(dwangsom) Rp 1.000.000/hari. Keterlambatan melak cheque Rp 50 juta kepada Terquaat |,
mm:mr.mc rmimzcm.a tersebut diatas sejak putusan S S Bevuissepitiak. TerauBat | mombathikin perjanjian (bukti P 1)
Pengadilan Negeri. melalui Kzrdono, fﬂ.\..n,c disuruh menuhskan kalintat “batal®

. Menghukum para Terqugat untuk mengesongkan diatas Kertas Surat Perjanjian tersebut dan menagembalikan
dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat cheque tunai kepada Kardeno.

- dan seterusnya - dan seleienya - danisierusay2. . Ferbuatan Terguga! | tersebut olel Hakim Pertama dinilar
Menahiukum para Tergugat secara langqung renteng sebzaai Inakar Ja twanprestas) pasal 1464, B
- membayar ganti rugs terdird, dari 2 gy A ; s g TR e
- kerugian materiil - Rp.  64.000.000 . 7:..35 vm:nn:wa tersebut c,:: pada r.:._.t pengisitan S
- kerugian moril - Rp. 1.000.000.000 beli. maka bersifat “Perjanjian Oblgutoi™ dan belum e
i _ penmindahan hak m - baru  tahap perumpaan kehendek
. an Pengougat tersebiut diatas, pihak para Terguaat _ | bersama yang dituzngkan dalam perenjian bawah 1angan
;kal dan menolak  delil gugatan tersebut  dan Pemindzhan hak mulih baru setelah ado levering - penyerahan
‘gajukan @ eksepsi serta menclak gugatan konpensi _ yutidis - Zahkelijke cverecnkomst kepnda pembeli berdasar
tersebut dan selanjutnya para Teraugatl menaajukan gugatan “ _ pasal 12, PP No. 104%2hun 1661
e st e - tan/BPati PRI Lo T '
Rekonpensi denaan Tuntutan/Petitum sehaqgai beriku %. r y
e o e G e F s, vmA  ay
S0 VARRIA PERADILAN 172
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c......__mrvcz hukti P |, Perjanjian ikatan jual-beli tersebut belum
Bmi_anm:wu: hak milik tanah melalui Notaris/P.PAT, namun
Perjanjian jual-beli ity sendiri pada hakekatnya (elah berlaku

53

szh dan mengikat kedua belah pikak untuk memenuhinya,

Menurut pasal 1458 B.W., jual-beli telah terjadi pada wakty
3,.m3wm mencapai kata sepakat tentang barang dan harga,
meskipun barang tersebut belum discrahkan dan harga _:..:.h..:
dibayar.

Demikian pula menarut putusan Mahkamah Agunu No, 122 1/
m_t:m.\u..;9:.«5_..:.,.,,,: bahwa belum Q_“mrm.._:...rm_m _.”_.m“.cnuq._
tanah  sengketa  dimuyuka PPAT tidaklah menyebabkan
batalnya perjanjian, karena hal tersebut hanya merupakan
persyaratan administratif saja,

Tergugat [-11-111 Yang menjual lagi tanah sengketa kepada
Tergugat IV dan V. dengan cara membayari hutangnya
,::mcwm.._,_ kepada kedua Cank, sedangkan tanah terschut
sudah dijual kepada Penggugat, maka Tergugat | adalah tidak
rnl_.zx lagi menjual tanah tersebut Perbuatan Tergugat | yang
demikain ity merupakan perbuatan melawan :c_ﬂ:r. >

Notaris PPAT, Turut Tergugat, yang membuat akia jual-beli 7
Agustus 1996 seharusnya berbuat lebih cermat, karena
Penggugat  sudah mempermasalahkan  akta tersebut, di
Pengadilan Negeri tanggal 6 Agustus 1996,

Tindakan Notaris PPA.T. tersebut bertentangan  denaan
kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. : .

Mengenai gugatan Reknnpensi, tidak terdapat dasar hukum
untuk menyataka; ncrhuatan Tergugat Rekonpensi sebagai
cn_.,,:_mom. hukum. Tidak ada hak untuk menuntut uang ganti
rugi kepada Terquaat Rekonpensi, karena tidak E..:_..i,. ada
buktinya,

Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri, memberi puiusan ;
Mengabulkan provisi; menolak Eksepsi; serna mengabulkan
pokok pertkara untuk sebagian yang pada intinya  sebagai
berikhu? ) :

4 t=l - 3 - s

- Menvstakan Perjanjian Jual - Belj 12 Agustus 1995 atas
lznzh sencketa zntarg Penggugat dengan Terquaa:
adalah sah dan menatkal menurut hukum.

P, vl - . -
Menyataban Tergqugat 111l adalsh Ingear janji

42 - VAL PE

20 1O

J ]

- Menyatakan Tergugat I-V melakukan perbuatan melawan
hukum.

- Menyatakan Perjanjian Jual - Beli 16 Agustus 1995 antara
Tergugat Il dengan Tergugat V-V yang dibuat
dihadapan Tergugat VI Notaris/PPAT adalah tidak sah dan
tidak mengikat.

- Memerintahkan Tergugat I-ll-1l untuk memenuhi perjanjian
pengikatan jual-beli (bukti P | tangaal 12 Agustus 1995)
dan menerima pembayaran harga tanah sengketa dari
para Penggugat. dan melakukan penyerahan hak milik
kepada Penggugat melalui Akta jual-beli PPA.T.

- Menghukum Tergugat I-V atau siapapun yang memperoleh
hak untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan
kosong kepada Penggugat.

- Menghukum para Tergugat |-V secara langgung rentang
membayar uang paksa Rp  250.000.-/hari lalu
melaksanakan putusan pengadilan ini.

- Menghukum turut Tergugat untuk mentaati putusan ini.

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanal,
sengketa dalam puiusan provisi.

- dan seterusnya ..... dan seterusnya.

PENGADILAN TINGGI :

* Asmar Ayunq Cs menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut
fiatas dan mengajukan banding.

e Majelis Hakim Banding PT KALTIM dalam putusannya
memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Surat Bukti P | - Perjanjian Jual - Beli tanggal 12 Agustus 18¢5
antara Penggugat dengan Tergugat, adalah berupa foto copy
cari foto copi, yang disesuaikan dengan aslinya fotocopi tidak
tapat diterima sebagai alat bukli yang sah sehingga bukti P |
iersebut  harus  dikesampingkan vide putusan Mahkamah

Agung No. 701. K/Sip/1574.
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* Seielzh Hutang Tergugat | pada Bank BEED dan BRI dibayari
Teraugat IV dan V sesuai dengan "Pernyataan Bersama® yanq
diretzhui Bank, maka dilangsungkan “Jual - Beli® didepan
Nciaris PPAT, karena itu menurut hukum, jual-beli ini 1erjad,
dengan itikad baik.

e Tidek terbukti dalih penggugat - Terbanding, bahwa para
Tergugal, Perbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji
(wenprestasi) dan melzkukan perbuatan melanggar hukum
dalem jual-beli tanah sengketa.

e Pertimbangan Hukum Pertama lentang gugatan rekonpensi
sudah benar dan tepat, sehingga disctujui dan diambil alih
sebagai alasan Pengadilan Tinggi dalam mengadili gugatan
rekonpensi ini,

e Akhirnya Pengadilan Tinggi memberi putusan yang intinya

sebagai berikut ;

- Menguatkan putusan lentang eksepsi.

- Membatalkan putusan provisi.

- Mengadili -
Membatalkan putusan PN. Tarakan No. 19/Pdi. C -N996!
PN Trk.
Dan mengadili sendiri -

- Dalam Konpensi :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Rekonpensi scluruhnya.
MAHKAMAH AGUNG R :

e Juanda dan Anggunawan menolzk putusan Mahkamah Aguen
tersebut diatas dan mengajukan pemeriksagn kasasi dengan
mengemukakan keberatan kasasi.

* Mahkamah Aqung setelah memeriksa perkara ini dalam
putusannys berpendirian bahwa Judex - facti - Pengadilan
Tingar telah salah menerapkan hukum, sehingoa putusan
Pengadilan  Tingai  harus dibatalkan dan  seclsnjutnya
Mazhkamah Acung akan mengadili sendiri perkara ini,

* Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasarkan ates
pertimbangan hukum yang pada intisarinya sebagai beriket

e Fakia adanve bukti Pl : "Surat Perjanjian Jual - Beli tangaal 12
Aausgins 1985 tidak saling dipertentangkan oleh para pihak,
schingaa menurut hukum, *idak perlu dibuktikan lagi, apakah
bukti Pl iersebut berupa asli atau hanya fotocopi saja.

e Bukti Pl tersebut telah memenuhi syaral objektif dan syarat
subjehtif yang ditentukan oleh pasal 1320 K.U.H. Perdaia, dan
tidak terdepat  alasan  adanya dwang; dwaling; bedrog,
sehingga sebagai sebuah perseiujuan adalah sah dengan
akibat hukumnya.

. Persetujuan dalam bukti P 1 tersebut tetap berlaku dan belum
batal, karena tidak ada kesepakatan para pihak atau keputusan,
Pengadilan untuk membatalkannya, sehingga adanya ingkar

janji atas persetujuan tersebutl, memberikan dasar hukum
untuk menuntutnya

Berdasar atas pertimbangan diatas, maka Mahkamah™ Agung
memberi putusan.

- Mengadili
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi KALTIM No. 16/pat/
1987 putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 19/Pat. C-/1986.

- Mengadili Sendiri
- Mengabulkan tuntutan provisi untuk sebagian
. R STt R
- menolak eksepsi para tergugat.

- Dalam pokok perkara
- Menaabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- dan seterusnya ... dan selerusnya ... dan seterusnya.

- Dalam Rekonpensi.

: Menolak guaatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

CATATAN

. Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat
ciznakal Absirak Hukum sebagai berikut
kesepabatan secara lisan untuk mengadakan ikatan jual-
beli tanzh telah dicapa. oleh kedua belah pihak (calon
penjusl dan calon pembe'i), kemudian dituangkan dalam

-

bentub tertelis. masih berupa Lonsep Persetujuan lkatan
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v 1. JUANDA LESMANA, beralzmzt di JU Yog Sudarso R il No 12
Tatakan,

! 2. ANGGUNAWAN. beralama: ¢i JI. Sk~ Taniung Selor.
Jual - Beli Tanzh" yang belum ditanda tangam oleh parz 1

pihak.. Kesepakatan yang demikian ini. dinilai sebagar : Pemohon kasasi dahulu Pengguga: I dan liPara Terbanding:
suetu  persetujuan yang sah dengan segala akibat ; oisiallsn
hukumnya, kzrena telah memenuhi syarat objektif dan : - :

subjektif yang ditentukan dzlam pasal 1320 B.W. dan
ternyata tidak di ketemukan adanya  alasan dwang,
dwaling atau bedrog.

1. ASMAR AYUNG, beralamt ¢ JI. Yos Sudarso Rt o8 Desa Selumi,
Kecamatan Tarakan Barat Kot Tarakan,

2. HADI SUSANTO, beralama: di JI. Panembahan, Kecamatan

- Karena tidak ada kesepakatan para pihak  untuk r,_...,_amc.x»v:umﬂn:mc_:amma.

membatalkannya atau ada putusan Pengadilan tentang hal
itu, maka adanya ingkar janji atas perzetujuan ini
memberikan dasar hukum untuk menuntut dipenuhinya
persetujuan tersebut.

SARI ASMARA, beralamat di J1. Yos Sudarso Ri. 08 Desa Selumit,
Kecamatan Tarakan Barat

i

4. EDISUDIANTOQ alias APING, bertempat tinggal di Desa Sebenghok

*  Demikizn catatan, dari kasus tersebut diatas. AT 1 RW. 1 Kecamatan Tarakan Barat atau dengan alamat. UD
Gunung Mas Jaya Jalan Yos Sudarso Tarakan;

[Ali Boediarto) 5 VOLDY SANTOSO alias HOKING, beralamat di desa Sebengkok
Rt 2 Rw. 1 Kecamatan Tarakan Barat atau dengan alamar ub
Gunung Mas Jaya JI. Yos Sudarso Tarakan,

6. DARMAWIN DAHRAM, SH, beralamat di JL. Kampung Baru No.

* Pengadilan Negeri Tarakan 115,

No. 18/Pdt. C-/1996/PN TRK. tanggal 27 November 1996

Para Termohon kasasi dahuly Para Tergugat | s/d V dan Turut
* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Tergugat/ Para Pembanding

No. 16/PdU1997/PT.Smd. tanggal 6 Februari 1997,

Mahkamah Agung tersebut:

* Mahkamah Agung RI

Membaca surat-surat yang bersangkutan:

No. 2136.K/Pdy1997, tanggal 15 Maret 1999 -

Majelis terdiri dari : M. Yahya Harahap. SH Ketua Muda selaku Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para
Ketua Sidang dengan anggota : Ny. Marnis Kahar. SH dan Pemohon kasasi sebagai nn:mmcmm_.vn:@mcmun asli telah menggugat sekarang Para
R. Sunu Wahadi. SH serta Panitera Pengganti Djoko Soejatno. SH lermonon kasasi sebagai Tergugat-Tergugat ashi dan Turut Tergugat asli di muka

persidangan Pengadilan Negeri Tarakan pada pokoknys atas dahil-dalil-

bahwa sekitar bulan Mei 1995 - Aqustus 195 antara Pengguaat ash | dan (1
cdengan Tergugat ashi | Yang bertindak baik untub cin sendiri selaku pemilik maupun
MAHKAMAH AGUNG RI selaku kuasa Tergugat asli Il dan 111, mengadakan perjanjian jual-beli atas sehidang

- lanah yang luas keseluruhannya diperkirakan seluas €700 m2, terdiri dari: tanah bagian
depan berukuran 42 m2 x 100 m2 = 4.200m2, tanah bagian belakang berukuran 50 m?2
» 50 m2 = 2.500m2. terletak di JI. Yos Sudarso, Desa Selumit, Kota Admiristranf Taraban
No. 2136 K/Pdt/1997 (berseberangan dengan Hotel Tarakan Plaza) yang terbagi sebagaimana di hawah ing

PUTUSAN

& Sebidang tanah SHM No .3 seluas 1.750 m2 Surat Ukur No.52/TE K18976 tangoial 1

' September 1976 atas nama Asmar Ayung,

DEMI KEADILAN EERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG ' b Sebidang tanah SHGE No.3 seluas 1.995 m2 Gambar situasi No.247/BUL1G81
| tangaal 7 Mer 1981 atas nama Asmar Ayung,
berdata calam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai

VARMA PLISADILAL | Fr )
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- Setidang tanal seluas 36 m2 » 50 m2 = 1500m2 den
mermibikan dan Venala Desa Selumit No 2550D5/3/2/1983
yang dikuateran bepada Asmar Ayung dengan surat k

-

i

d. Selidang tanah seluas 20 m2 x 50 m2 = 1000m2 de
kepemiliban darni Kepsla Desa Selumit No 244053121083
yang dikuasakan kepada Anmar Ayung dengan surat bua
1993,

a5 nama Sern A
2 tangaal 6 Desem!

e Setidang tanah dengan surat keterangan kepemilikan darn Fepala Desa Selunit
N0.72.2002/26/IV19595 tanggal 10 April 1995 atas nama Asiiar Ayung,

dengan harga Hp.1.200.000.000.- (satu milyar tiga rotus juta rupiah) sebagmmana
dituangkan dalam surat perjanjian jual bel tangqgal 12 Agusius 1935;

bahwa sesuai yang dientukan dalam pasal 4 sural peranpian jual-bel di
atas, dimana cara pembayaran telah disepakati akan dilakukan sccara beberapa tahap
(4 tahap) sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan, maka untuk tahap pertama,
Penggugat asli | dan Il telah membayar uang muka sebagai tanda jadi_dengan
menyerahkan vang dalam bentuk chek tunai kepada Terqugat aslhi | senilai Rp 00
000.000.- (lima puluh juta rupiah) bertangqgal 12 Agustus 1995;

bahwa namun demikian secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan
persetujuan Penggugat ash Ldan 11, Tergugat asli | pada tangqal 12 Aqustus 1995 telah
mendatangi kakak kandung Penggugat asli, bernama Kardono dengan dalih isterinya
terus menangis karena keberatan bila tanah dijual, maka Terqugat ash | mendesab
Kardono untuk membatalkan perjanjian jual-beli tersebut o atas, walaupun oleh
Kardone sudah diingatkan bahwa yang berhak serta berwenang membatalkan perjang
tersehut adalel Penggugat ashil dan Il namun Tergugat asli [ etap bersikeras memints
pembatalan tersebut, maka atas desakan Terqugat ashi |, Kardone diminta menulioh an
kata "batal” dilembar surat perjanjian dimaksud serta menefima kembali dari Terquoat
ashi | chek tunai senilai Rp.50.000.000.- yang pernah Pengquaat ashi | dan Il berik:
sebaga vang muka tanda jadi pembelian;

bahwa mendengar tindakan Tergugat aslil, tentu saja Penggugat asli l dan 1|
“merasa keberatan, belum lagi permasalahan pembatalan memperolch penyelesaian
ternyata pada tanggal 23 Agustus 1595 di atas tanah lobasi tersebut dyumpar kegiatin
kerja yang dilakukan oleh Tergugat asli IV dan V dengan mengaounakan unil excavaio:
dan setelah diselidiki dipercleh informasi bahwa lokast tanah tersebut 1elah dijual ol
Tergugat asli | kepada Terguagat ash IV dan V dengan harga scbesar Bp.1.600.000.060,-
(satu milyar enam ratus juta rupizhi yanag dibuat i hadapan Turut Terqugat 2sh selas
Nowans/PPAT di Tarakan;

bahwa dengan demikian terunchap motif yang sebenarnya dibahk terjadinye
pembatzlan cecara sepihak antara perjenpian jual-beh tanah tangeal 12 Agustus 1555
tersebut, yakni bukan disebabhan harena isteri Terqugat ashi | beberatan tanab diy
melainkan semata-mata untuk dijual kembali kepada pihak lain gengan harqa ya
lebik tingai dengan kata lain pembatalan di latarbelakangi cleh niatnya untuk mer;
keuntungan ekonomis yang lehih tinog: dengan merugikan kepentingan dan het
Pengqguaat asii | dan II, karenanya menyebabkan proyek pembangunan hotel bertara!
internzsional di Tarakan yang akan cikerjakan Pe ashi | dan ti menjadi tenunda
CRMINSl €53 1

Lah

wasecara hukem pembaialan sepihas Yang icten milak ghan oloh Tergunat
ashol i din 1 2tas surat penanjian jual bel anaeat 12 Agusius 1995 tersebul adalah
hiduk sah, barena dilakukan tanpa persetujuan Pengaugat asli | dan 1l se
Juca el

a ety .g,
ngaar pasal 7 surat pereapan tersebut, oleh karena o secara hubum,
ashi I dan Il tetap memiliki hak untuk menuntu: cipenuhinya perjanjian
ah yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual-Belitanggal 12 Agusius 1895,

Pengaue
peraal- by

bahwa karenanya tindakan Terqugat ashil, 1l dan 1N yang secara sepihak telah
membatalkan perjanjian, dan kemudian menjual kembah lokasi tanah yang menjadi
ubjck peanjian tersebut kepads Tergugat IV dan V dengan tujuan mencarn harga yana
lelih tinagi adalah suatu perbuatan makar janji (wanprestasi) dan melangaar hukum
{onrechimatige daad) yang merugikan hak-hak Penagugat aslil dan Il, sehingga scqala
perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ash 1, Il dan 11l atas lokasi tanah tersebut
termasuk transaksi jual-beli yang dilakukan dengan Tergugat ash IV dan V di hadapan
Turut Tergugat asli selaku Notaris/PPAT di Tarakan, dengan sendinnya b
atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan:

Idemi hukuns,

bahwa begitu juga dengan tindakan Tetgugat asli IV dan V. dimana dengan
tming aming harga yang lebih tinggitelah merayu dan membujuk Terguaat ashi | untuk
membatalkan perjanjian jual-belinya dengan Penggugat ashi | dan Il dan scelanjutnya
selctah tenadi pembatalan, ganti Terquaat asli IV dan V membeli lokasi tanah tersebus
merupakan perbuatan melanggar hukun, Jan bertentangan dengan nilai-nilai serta
norma hukum dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, mengingat Terquagat ash 1V,
V' dan Turut Tergugat asli sebelumnya sudah mengetahui bahwa lokasi tanah yang
dibelinya sudah berstatus sebagai objek perjanjian jual-beli antara Tergugat aslhi |, I}
dan I dengan Pengqugat asli | dan I

hahwa dengan demikian beraslasan Tergugat ashi I, Il dan Ul dihukum gtk
melaksanakan/memenuhiisi surat Perjanjian Jual-Belitanggal 12 Agustus 1995 dengan
sanksi uang paksa (dwangsom), dan transaksi jual-beli antara Tergugat ashi I, It dan 111
dengan Terqugat ashi IV dan V atas tanah lokasi dinyatakan batal demi hukum atau
aibatalkan sena para Turut Tergugat asli atau siapa saja yang mendapal hak darni mereks
diiiukun untuk mengosongkan serta menyerahkan lokasi tanah tersebut dalam keadaan
seperu semula keprda Pengaugat aslil daa il ivga kepada Para Tergugat ashi dihub.um
membayar ganti kerunian baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama a:
materd maupun mor

kerae
yangtelah Pengguaat aslil danll derita, adalah sebaaaiberkut

Kerugian Materiil:

yang tetah dikeluearhan Pengqugat ash | dan 1l selama masé peratdn
yang memakan wakiu berbulan-tbulan, yakni bulan Me: 1995 s/d Agustus 15955 (
hulan). Sedang saat itu Penggugat asli | mengurusi usahanya dir Surabayva
Penggugat ashi il bertempat tinggal di Tanjung Selor, sehingoa harus bolak
Tarshan Surabaya, dimzna biaya yang dibutuhkan dalam satu bali pera
Surabaya-Tarakan dan Tanjung Selor-Tarakan sebesar R p. 2.500.000,
Ep. 1.500.000,- Penggugat ashi | dan 1! dalam satu bulan melahukan perunding
lempat] kali, maka biaya yang harus dikeluarkan R p. 6£.000.000.- cengan persi

i

Fenggugat | :éx4bulanx R p 2.500.000,- = R p 40.056.000
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b Keuntungan yang
hatel bertaral internasional, tentunya apabiia udak terjadi pembatalan jual-och
1. nah, sesuai rencana, Penggugast ash | dan I sudizh mulal melabsanakan proyek
I 1da awal tahun 1996, sehingga Penggugat asli | dan il seharusnya memperolch
keuntungan setidak-tidaknya schesae R p. 500.000.000,- dari nilai proyek ying
selayaknya dibebankan kepada Para Tergugat ash

ng akibal tecundanya pelaksanaan proyer pembangunan

Kerugian Moriil.

Bahwa penstiwa tersebut dengan kredibilitas Penggugat asii | dan Il di mata
Pemenntah Dati 1 Bulungan serta para relasi usaha, selaku pengusaha kontraklor
yang mendapat amanat melaksanakan pembangunan hotel hertaraf internasional
dalam rangka mendukung pengembangan status Kota Adminisiratif Tarakan
menjadi Kotamadya Tarakan, tidak dapat dinilai dengan uang, namun wajar
kerugian monl yang Penagugat ash | dan |l de ibebankan Para Tergugat ashi
untuk membayar ganti rugi sehesar R p. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

bahwa untuk menjamin gugatan Para Pengqugat asli, mohon sita jaminan
(conservatoir beslag) terhadap lokasi tanah yang menjadi objek ikatan perjanjian jual-bel
tanah dalam surat perjanjian jual-beli tanggal 12 Agustus 1995 berikut harta kekayaan
Tergugat ash |, 11, 11, IV dan V lainnya, baik yang bergerak maupun tetap;

bahwa karena gugatan gugatan Penggugat ash didasarkan bukti yang cukup,
mohon putusan dapat dijalankan terletih dahulu meskipun para Tergugat ashi banding,
kasas atavu verzettuitvoerbaar bij voorraad);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan
memberikan putusan sebagai berikut:

I Dalam Provisi:

A Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap lokasi tanah
berukuran luas bagian depan £2 m x 100 m = 4 200 m2 dan bagian belakang
50 m x 50 m = 2 500 m2 yang menjadi objek perjanjian jual-bel antara
Penggugat | dan Il dengan Terqgugat |, Tergugat Il dan Tergugat 1l
sebagaimana yang tenuang dalam Surat Perjanjian Jual-Beh tanggal 12
Agustus 1 995;

2. Memerintabkan kepada Tergugat |, 1, 1 atau Tergugat IV dan Tergugat V
sera siapa saja yang mendapat hak darn mereka ontuk semeniara wa
menungau sampai selesainya proses pemenksaan alas perkara ini,
menghentikan/membekukan segala bentuk aktivitas kegiatan pekerjaan di
atas lokasi tanah yang menjadi objek perjanjian jual-beli antara Pengqugat |
dan |l dengan Tergugat |, Tergugat Il dan Terguaat Nl sehagaimana yang
telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 12 Agustus 1985,

hMenghukum Tergugat |, 1 dan il senta Tergugat IV dan Tergugat V baik
Lersama-same maupun seanditi-sendiri uniuk membayar vang paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (saty juta rupiah) setiap harinya atas
pelenagaran isi putusan dalam perkara ini;

L

i
'
_

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat | dan Il untuk seluruhnya;

IMenyztakan tetap sah dan berharga ikatan perjanjian jual-beli tanah yang
dibuat antara Penggugat | dan Il dengan Tergugat | baik selaku diri sendiri/
pribadi maupun selaku kuasa Tergugat Il dan Terguaat lll sebagaimana yang
tertuang dalam Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 12 Aqustus 1995;

Lienyatakan perbuatan Tergugat | baik selaku diri sendiri/pribadi maupun
selaku kuasa Tergugat Il dan Tergugat lll, yang membatalkan secara sepihak
atas ikatan perjanjian jual-beli tanah yang tertuang dalam Surat Perjanjian
Jual Eeli tanggal 12 Agustus 1995 sebagai perbuatan ingkar janji
(wanprestasi);

Menyatakan perbuatan Tergugat | baik selaku diri sendiri/pribadi maupun
selaiu kuasa Tergugat Il dan Tergugat lll serta Tergugat iV dan Tergugat V
yang telah memperjual-belikan lokasi tanah objek perjanjian yang telah
dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 12 Agustus 1995
tersebut, sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);

Menyatakan batal demi hukum (nietig) atau setidak-tidaknya dinyatakan batal
segala bentuk perbuatan hukum khusus terhadap lokasi tanah yang telah
menjadi ikatan jual-beli tanah dalam Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 12
Agustus 1995, yang dilakukan oleh Terguaat | baik sebagai diri sendiri/pribadi
maupun sebagai kuasa Tergugat 11 dan Tergugat Il dengan Tergugat IV dan
Terqugat V maupun dengan pihak ketiga lainnya, baik dengan cara di bawah
tangan maupun dengan akta yang dibuat oleh/di hadapan Turut Terguagat
Notaris / PPAT di Tarakan;

Memerintahkan kepada Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Il untuk
melaksanakan/memenuhi ikatan perjanjian jual-beli tanah yang tertuang
dalam Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 12 Agustus 1985, apabila Tergugat
I, Tergugat Il dan Tergugat Il tidak bersedia melaksanakan perintah tersebut
maka Pengadilan memberi kuasa kepada Penggqugat | dan Il untuk bertindak
atas nama Tergugat | baik selaku din sendiri/pribadi maupun selaku kuasa
Tergugat Il dan Il melaksanakan/memenuhiikatan perjanjian jual-beli tanah
yang teriuang calam Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 12 Agustus 1995
tersebut, termasuk melakukan pembayaran-pembayaran hutang pada Bank
u pthek ketiga lainnya serta menenma kembalt surat-surat tanah yang
diyaminkan kepada pihak Bank atau pihak Letiya tersebut, kemudian
menghadap pejabal berwenang, menandatangani Akta Jual-Beli atau
surat-surat lainnya yang diperlukan yang berhubungan dengan lokasi tanah
tersebut yang tujuannya membaliknamakan surat-surat tanah tersebut ke
atas nama Penggugat | dan |I;

Menghuhum Tergugat 1, Tergugat Il dan Tergugat 111, Tergugai IV dan
Tergugat V membayar vang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajit an tersebui di

as, terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Tarakan ini diucapkan, yang
harus cibavar baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Tergugat |,
Tergugat il, Tergugat I, Tergucai IV dan Tergugat V;
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Menghukum Tergugai |, Tergugat I, Tergugat B, Terquaat IV dan Terg
aluu Skpa sap@ yany mendapat hak darnomereka untuk mengasongkan seria
menyerahkan lokas: tanah yang menjads objek pernanpan dalam Surat
Perjanpan Jusl-Beli tanggal 12 Agustus 1995 dalam keadaan sepert semuia
kepada Pengaugat | dan Il dengan dibel,ani membayar vang paksa sebesar
Rp. 1.000.000.- (satu jutla rupiah) setiap hari keterlambaian membayar
kewaphannya tersebul, yang harus dibayar batk bersama sama maupun
sendiri-sendiri oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

Menghukum Tergugat |, Tergugat I, Tergugat 11l serta Tergugat IV dan
Tergugat V baik secara bersama-sama (tanggung renteng) maupun sen
diri-sendiri untuk membayar ganti rugi akibat kerugian materil maupun moril
yang Penggugat | dan Il derita, yang seluruhnya berjumiah;

91 Kerugian Materil:

a.  Biaya operasional yang telah Pengaugat | dan Il keluarkan untuk
tiket pesawat dan akomodasi Surabaya-Tarakan dan Tanjung
Salor-Tarakan sclama kurang-lebih 4 (empat) bulan melakukan
negosiasi pembelian lokasi tanah yang menjadi objek pembelian
dalam Suratl Perjanjian Jual-Beli tanggal 12 Agustus 1995,
seluruhnya sebesar Rp.64 000.000,- {enam pulub empat juta
rupiah);

b Keuntungan yang hilang akibat tertundanya pelaksanaan preyek
pembangunan hotel bentaral internasional yang akan dikerjakan
oleh Penggugat | dan Il tersebut, yakni sebesar Rp. 500.000.000,
(lima rotus juta rupiah) sebagai keuntungan yang akan Pengguagat
| dan Il peroleh seandainya proyck dimaksud sudah dapat
diralankan pada awal tahun 1996;

9.1 Kerugian Moriil:

o Ganti rugi akibat tercemarnya reputasi dan kredibilitas Pengquaat
I dan Il selaku kontraklor di mata Pemernintah Daerah Tingkat Il
Kabupaten Bulungan serta para relasi usaha, katena
keterlambatan dalam melaksanakan pembangunan hotel bertaraf
internasional yang dapat mendukung status peningkatan Kotas
Administratif Tarakan menjadi Kotamadya, sebesar
Rp.1.000.000.000,- {satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara
tunai dan sekaliqus;

Menghukum Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT di Tarakan untuk tunduk
dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

Menyatakan sah dan berharga Sna Jaminan (conservatoir beslag) yang
diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negen Tarakan atas lokas: tanah yang
menjadi objek perjanjian ikatan jual-beli tanah dalam Surat Perjanjian
Jual-Belitanggal 12 Agustus 1995 sena harta kekayaan Terquaat |, Tergugat
I, Tergugat lll, Terguaat IV dan Tergugat V lainnya baik bergerak maupun
1etap;
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G20 Lenyatakan putusan i dapat dnalankan teriebih dahuly twitvoer i by
vooiraad), meskipun para ._...u:ucmu_ melakukan banding, kasas: atau verzel

13, Liembebankan thaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil
adilnya namun berdasarkan hukum:

bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat-Tergugat mengajukan eksepsi
pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

bahwa gugutan Para Penggugat tidak sempurna karena Kardono bukan pihak
yang mengadakan perjanjian tersebut sebagaimana diuraikan dalam gugatannya butir
3 tapi mau menuliskan kata batal di atas perjanjian tersebut dan JU@a Mmau menerimia
kembali chek sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), serta mengembalikan
hwitansinya kepada Tergugat |, karena itu Kardono juga harus ikut diqugat; bahwa
terhadap gugatan tersebut Tergugat-Tergugat mengajukan gugatan dalam rekonpensi
pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi:

bahwa menuntut kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam rekonpensi/
Tergugat IV dan V dalam konpensi oleh ulah Tergugat dalam rekonpensi/Pengguaat |
dan Il dalam konpensi, yaitu kerugian moriil karena pencemaran nama baik dengan
adanya gugatan dan peletakan sita jaminan serta pemancangan papan pengumuman,
sehingga semua orang di kota Tarakan yang kecil ini memperbincangkannya, dan
kerugian materiil karena telah menyewa unit excavator dan membayar para pekerja,
dan tentunda bangunannya, adalah seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat
milyar rupiah);

bahwa untuk menjamin gugatan rekonpensi ini, para Pengaugat rekonpensi/
Tergugat IV dan V dalam kanpensi mohon sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta
Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat | dan Il dalam konpensi;

bahwa mohon agar putusan dalam gugatan rekonpensi dapat dilaksanakan
terlebih dahulu walaupun ada verzet dan banding/kasasi;

behwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Penggugat rekonpensi
mohon zgar memberikan putusan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat seluruhnya;

2 Menyatakan sah perbuatan hukum Penggugat dalam rekonpensi/Terguaat IV dan
V dalam konpensi dalam melaksanakan pelunasan hutang-hutang kepada BED
Tarakan dan Bl Tarakan serta penyerahkan serifikat tanah;

fad

NMenyatekan sah Akta-Akta Perikatan untuk Jual-Beli No0.32, 33, 34, 35 dan 36
masing-masing tertanggal 16 Agustus 1995, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat
Notaris Darmawin Dahram, SH.

ILAN 172 - £3
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Satalkan putusan Pes filan Neaeri Tarakan 1angoal 27 Licmensie: 1958

L 184 Pot GN8A6PN. ik, yang dimohonkan banding tersetr:
Riengadili Senduri:
Kenofak tuntutan provisi darn Para Penggugat untuk silurubinga,

Dalam Pokok Perkara:

Membatalhan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 Hopember 1554
“OA9/PE PAtGI896/PN. Trk, yang dimohonkan banding tersebut;

Kengadili Sendiri

Menolsh gugatan Para Fenggugat untuk seluruhnya; Menyatakan tdas ot
can tidak bierharaa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan 1
A :.m::_.._ Acara Penyitaan Jaminan tanggal 19 Agustus 1656 don
dipenntahkan untuk dhangha,

Tarakan s

Menghukum Para Penggugat untuk secara tangyung renteng mem
biaya perkara inidalam kedua nngkat peradilan yang dalam tingkat banding i
sehesar Rp, 25 000.- (dua puluh hma ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi:
Dalam Prowvisi:

Menalak tuntutan provisi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk selury

Dalam Pokok Perkara:

Memperbaki putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 Nopember 155
e A9 s Pdt GI1996/PN. Trk, yang dimohonkan banding sehingga anar pute: on
nakapnys berbunyi sehagi benkut:

Menchukum Para Penggugat Relonpensi untuk secara Langqung renteng
: wgkal peradilan yang ternyeta WL

miembayar ey pethars v dalam bedu

seaudah putusan terakhin ing diberahuban bepada pr
wmngagal 14 gan 78 Apnl 1987 bemudian terhadapnys oleh Penagugat I, 11 dan 117
wohunan hisast secata tertulis pada tanagaal 5 Me -
‘ata darni akte permohonan kasasi No 19/Pdt GI19S6/PN Trk yana

wdhilan Negen Tarskan perrnohonan manz kemudian o
an-slasan yang dienma di bepaniteraan Pe

18 W1 1997

i b o

Teranding o

LebBEgaimang

¢ seielah o oleh Terguga | Pembanding yana pada tange
wtentang memaorn bas
nemorn kasas: yang diterima dikepaniteraan Pengad

Juni 1667

Cibyeer
3

C

dalam memori kasasinya tersesut pada pokoknya ialah:
2

¥

an dengan cara Yang diteniukan dalam C:nm_..m..c;am:m. m
permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo besera alasan-ala

asannyez telah
Ukan kepada pihak lawan dengan saksama tigjukan dalam lenagang waity

aka oleh karena "Ny

?mnsr.:cu:m. bahwa keberatan keberatan yang diajukan cleh pemohon kasasi

Eahwa Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan provisi Penaadiian
Negeri adalah menyalahi ketentuan Yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata,

Larena tuntutan provisi Para Pemohon kasasi telah memenuhi pasal 191 R.bg.

Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah mengesampingkan bukti P-| dengan alasan
bukti tersebut hanya berupa foto copy dari foto copy schingga tdak dapat diterima
sebagai alat bukti sah adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara
Perdata yang berlaky pasal 302 R.bg. dengan alasan:

- Babhwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan fakgy tentang
terdapatnya pengakuan Termohon kasasi | Yang menyangkul keberadaan
bukti P-1 hal ini dapat dilihat dari sura iawabannya sebagai berikut:

Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 12 Agustus 1995 tidak lain hanya
merupakan konsep di bawah tangan penuh dengan coret-coretan sebagai
tanda termohon kasasi | tidak menyetujuinya, bahwa dari jawaban tersebut
mengandung maksud, Para Termohon kasas L M dan N mengakui perjanjian
tersebut.

BEshwa Pengadilan Tinggi telah keliry menerapkan hukum karena menganggap
sural bukti P-1 masih berbentuk konsep yang tidak memenuhi formal surat
perianjian dengan alasan:

- Bahwa walaupun tanpa dilengkapi surat kuasa tersendiri namun kedudukan
Termohon kasasi Il dan 1) selaku penjual dalam surat perjanjian jual heli
tanggal 12 Agustus 1995 yang disebutkan diwakili aleh Termohon kasasi |
tetap dianggap sah sepanjang rna:m,xmncu:ﬁ tidak mengajukan keberatan
atas dilibatkannya pihak mercka dalam pengikatan jual-beli tersebut, hal ity
disebabkan mengingat s'atys hukum yang dimilik; sural perj
Itu yang diketahui berlaky mengikat secara intern disntara
membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata).

anjian semacam
pihiak-pihak yang

Begitupun dengan kedudukan Pemohon kasasi I,
kedudukannya selarvy pembeh belum membubuhkan tandatangan atayu
naralnya dalam buks P21, hal ity tidak mengurang: ke

abisaban yana dimitiki
Lukt tersebut dalam e hdak menjadikan :mv.....:‘x.._ kewajiban Termobon

kasasilselaky penjual untuk memenuh kausula-klausuls dimuat dalam bukn

tersebut, karena sepanjang Permnohon kasasi Il tidak mengajukan keberatan
alas poncantuman namanya seba

atpihak dalam ikatan perianian tersebyy
berar keterlibatan pihaknya dalam ibatan penanpian tetap dianggap ada
secara materiil,

walaupun Ja

Eshwa Pengadiian Tingar juga telah sa

<1us tanah objex pernanjian dan pens
Gengan alasan:

lah menerapran hukum dalam menil
i N cek procuk, bukt P 2

Vid penqemb;
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D heehuntan bk sires vang dilabubge Wara Parg Pemonegr, kasast dengan
= ?::o:o: ks 11, bary pada tahap zvc:...:._._..:... yang hanya
ahumengibay antara sihak-pihak yang membuatinga, perbuatan terseh gt
Lelum bergifag “memindah hak milik™ akan tetapi semata-mata baru
“RGAtur Mausula-klags ia yang disepakay oleh keduy belah mihak, termanuk
susula untuk moenyele. aikan kewajiban pada Bank EBD dan BRI Cabang
totakan yang memegang hak hipotiv a1as tanah objek Peranuan, .,_mom_
Feranyan jual-bel Yang dituangkan calam prodguk P-1terselyu tidak dapat
T atakan cn.nn::_:ﬁw: dengan hukum, karena belum Sampine pada tahap

Fehverahan hak mink llevering) atas Objek Peranjian dari para Termohon

P Esast yang dalam prokteinya harys dibuat dalam bentuk = Akya Jual-8el”
can PPAT:

astl, id

- Eatuwy mengen pengembahan cek, Termohion kasgsi I telah menerima,
VEidupun mengembalivan ecok semilai Rp, $0.000.000,- (P-2) kepada Para
Pemohon kasasi, justry hay tu memberikan petunjuk yang merupakan buky
tentang adanya peristiwa hukum pembuatan Pefanpan jual beli yang
Criuangkan dalam produs p.q sebagai pelaksanagn klausula tahap 1 pesal 4
buruf (a) SUrat perjanjian jual-beli tanggal 12 Agustus | 995

4 Bahwa Putysan Pengadilan Tingqi kurang cukup ni......:.::r.:_ar...: yang

Pan lidak acla satupun dari bukti-buk, Sural maupun saks; yang berhas
an dalil-dali) gugatan para Pemohon kasasi, kareng

berangy:
memby

wa Mengadil aaiburang cukup memberikan pertimbangarn, ierhadap

E:

Lurtebubti surag Yang disampaikan oleh Para Pemohon kasasi (P g1d P-5)
Cozsy bukti-buky; tersebut lerutama produk P-1, telah memienuhi
.k..r._.":..,:.rc:.:_:.._: frasal 1320 KUHPerdata didukung dengan bukti
Sural-suran lamnya, jelas menunjukkan telah tenadings Peristiwa hukum
petiratan jual-beli antyra Fara Pemohon kasasi dengan Pary Termohon kasas

L1t dan i, karenanys secara hukum telagh sah serta memiliki kekuatan
mengkat sebagaimana digariskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata dan
Yurnsprudensi Mahkamah Agung RI No,122 K/Sip/1973.

Ezhva Pengadilan Tingai juga mengabaikan keterangan dari saksi-saksiyang
Cisjuban Parg Pemohon kasasi yaitu saksi Susanto alias Aming, saks; :_uar
Suryadinata alias Liong dan saksi Yakup alias Wong Djie Kwi, Dari keterangan
bera saksi yang dibernikan d; bawah sumpah, sehingga memiliki nila

Permbuklian Yang kuat, jelas menggambarkan takta-fakia yang
mengsambatkan atey mendukung lentang telah terjadinga perisinaa hukum
BEre ata i (P-1)

Ezhwa Fencadilan Tinaqi telah keliry menerapkan hukym pembuktian yang
berengoar s partaTermohon kesaail, Il dan ___:am:n.ECr: melakukan perbuatan
mekar jann dan Termohon kas LNV dan v tidak terbokti melakukan
tErbusien melgwan hubum, dengan alasan:

Eatwa Pencadilan Tinagi tdah :,minc:::cm:cru: pertimbangan-

PEmimbangan hukum Yéng telah dikemukakan oleh Pengadilan Neaeri

CITEng Velahi segua; dencan fakta-fakra Y3 terunakap selamy
EnCsungnya Pemertksaan d; tnghat penama. .

'

I erimihang.
mengenai keberatan ad. 1-

bahwa keberatan ing dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi telah salah
menerapkan hukum, karens walaupun peletakan SHa Jaminan bukan merupakan
pulusan proviss, tetapi dalam perkara ini pelelakan sits jaminan ity yang diteiapkan
berdasar Penetapan Sita Jaminan 7_0,_w\varm.:wmm._ﬁz.ﬂr ange: | 15 Agustus 1995
dan dilaksanakan unm:mw.rﬂn:_cmn yang berlaku seper terdapat dalam berig acara
sHa jaminan tanggal 19 Agusiys 1896, sudah benar, hanya pencantumannys dalam
amar keputusan harys berada dalam bagian putusan pokok perkars, etam bekelirnan
mengenai keberadaan amar itu dalam bagian provisi tidaklah menadikan penetapan
sila jaminan dan pelaksanaannya menjadi batal.

Sedang keputusan amar provisi menaenai penghentian seqala bentk aktivitas ditanah
sengketa, kareng lerdapat urgensinya untuk ity, tidaklah benentangan dengan hukum

mengenai keberatan ad 2. 3 dan &:

bahwa keberatan inipun dapat dibenarkan Pengadilan Tinagi telah salah
menerapkan hukum, karens mengenaiterbitnya dan fakta adanya bukti P-1 yaity Surat
Perjanjian Jual-Bel; tanggal 12 Agusius 1995, tidak saling dipertentangkan oleh para
pihak, sehingaa menurut hukum tidak periy dibuktikan lagr apakah bukti itu asli atau
hanya fato copy saja
Bukti P-I tersebur memenuhi syarat objektif dan Syarat subjektf yang ditentukan oleh
Pasal 1320 KUK Perdata dan tidak lerdapat alasan adanya dwang, cwaling atau bedrog
(paksaan, kekelirpan atau penipuan), sehingga sebagai sebuah persetyuan adalah sah
dengan seqgala akibat hukumnya
Persetujuan bukg .1 iy tetap berlaky dan belum batal, karena tidak ada kesepakatan
para pihak untuk .doacu_m_rmagm alaupun keputusan pengadilan mengenai hal i,
sehingga adanya ingkar janji atas persetujuan ity, memberikan dasar hukum untuk
menuntutnya dan telah dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang a_tn:_:,.:m:c-....: G atas, tanpa
mempentimbanchan alasan kasasilainnya, maka menurutl pendapai Mahkanah Agung
terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasas; dan para pemohon
kasasi: Juanda Lesmana dan kawan tersebut dengan membatalkan nutusan Pengcadilan
Tingai Kalimanian Timur di Samaringa tangeal 6 Pebruar 1097 No 16 Pdr 1857 PT
Smda. yang membatalkan putusan Pengadilan Negerni Tarakan tanecoal 27 Nopemiber
1996 No umvmu,nna:mwﬁvzﬁr dan Mahkamah Agung akan menge
ini, yang émarnys sebagaimana akan aisebut di bawah im:

sendiriperhar

fenimbang, bahwa Para Termohon kasasi Para Terqugat asal sebaca pihak
yang dikalahkan calam perkara ini, maka harys dihukum untgyh membeyar bz
pada semua tinghat peradilan;

perkars

Memperhatikan fasal-fasal dari C:nm:m‘C:n..n No 12 tabun 1670 gan

C:nm:.n.C:a..S..u No.14 tahun 1985 yang bersangkutan:
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MENGADILI
dulkan permohonan kasas: dari pemohoun kpeae, 1 JUANDA
LESIALLL, 2 LHGGUNAWAN tersebut:

san Pengadilan Tinggi Kalimantan Tunur di Samannda
1 19397 No. 16/Pdv1857/PT Smda. JO putusan Pengadilan N gen Taraban
‘mber 1996 No. 19,715 Pet.G/1996/PN Tk

DAN MENGDILI SENDIRI:

OALAN KONPENS):

liengenai Provisi:

kan kepada Terqugat | sampai dengan V serta 51apa saja yang
sapat hak dati mereka untuk sementara waktu menghentikan segala bentuk
pekerjaan diatas lokasi tanah sengketa, yang dapat merugikan para pihak
Lampar menunggu pemeriksaan perkara ini memperoleh pulusan yang
berrerustan hukum tetap; 0

> Menolsk tuntutan Provis: untuk selebihinya;
Mengenai Eksensi:
Menolak eksepsi paca Tergugat dan Turu Tergugat;
liengenai Pokok Perkara:
1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

. Menyataban sah sita 1aminan (CB) aius tanah sengketa yang dilaksanakan tangaal
19 Acustus 1946 berdasarkan penetapan No.19/Pdi.G/1996/PN . Trk. tanggal 15
Aguslus 1956;

¢ Munyatakan perjanjian jual-beli antara para Penggugat dan Tergugat I 1l dan 1l
tanaaal 12 Agustus 1995 atas tanah seluas 6.700 m2 terletak di Jalan Yos Sudarso,
Desa Seiumit Konf Tarakan (bukti P-1) adalah sah dan mengikat menuru hukum;

n perbuatan Terouea: | bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun
‘Wb wasi dan Terqugat Il dan lil, yang membatalkan secara sepihak perjanjian
tich tersebut adalah sebegai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

tn

Menysiakan surat-surat Perjanjian untuk pengikatan jual beli tanggal 16 Agustus
...mmu fLukt TIVV-2 sampai aencan bukti TIV/V-6) dan surat Surat jual-beli tanggal
7 Agustus 1956 (bukt TIVAL12 sampai dengan bukli T. IV/V-17 anta:a qn-nccm.ﬂ §
_._ nmla Ili dengan Tergugat IV gan V. vang dibuat oleh Turut Tergugat v”_oﬂ.m.._u.‘
#PAT dan S€gala akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut adalah tidak
sah dan udak mengikat:
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mettalikan kepads Terceca: 1 dan luntuk memeauts peranjian pengikaian
juai beh (bukt P-1) tersebut cdan menenima pembeyaran harga tanah senghels
tersebut dan paca Penggucat termasuk pembayaran-pembayaran hutang Terqug st
I pads Bank atau pihak ketiga lzannya, kemudian melakukan penyerahan hak ik
oleh Terqugat |1l dan Il kepasz para Pengaucatl melalui akia jual-beli oleh PPAT;

7. Menghukum Terquaat | sampas cengan Tergugat V atau siapa saja yana mendapat
hak dart mercka untuk menyarzhikan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan
utuh beserta menyerahkan segenap surat-surat asli Sertifikat hak milik dan surat-
surai lainnya yang bersangruian dengan lanah tersebut kepada para Pengqugat;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
9. __s...:«.ur..“_‘.mz sah dan berharga sita jaminan dalam putusan provisi;
10. Menolak gugatan para mﬁ.:mmcu& untuk selebibnya;
Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya:
Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi :

r_.,n.:m:.cr:_._._ Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam
Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan biaya
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ritsy rupiahl);

Kenghukum Pemohon i zsasi untuk membayar biaya perkara dalam tunghat
kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Senin tanggal 15 Maret 1889 oleh M. Yahya Harahap, SH Ketua Muda yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Marnis Kahar, SH.
dan R. Sunu Wahadi, SH. Hakim-Hakim Anggota dan di ucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari : SELASA TANGGAL 16 MARET 1999 oleh Ketua Sidang tersebut
dengan dihadiri oleh Ny. Marnis Kahar, SH. dan R, Sunu Wahadi, SH. Hakim-Hakim
Anggota, Dioko Soejatno, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak

Untuk Salinan, kepada Varia Peradilan
MAHKAMAH AGUNG RI
Orrektur Perdata

td

HARIFItN A. TUMPA, SH.
Nip. 040002084
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LAPTRATT IT

Yurisprudensi

a. Yurisprudensi MARI No. 122 K/Sip/1973
Belum dinyatakan jual beli tanah sengketa dimuka PPAT
tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian karena hal tersebut
hanya merupakan persyaratan administratif saja

b. Yurisprudensi MARI No. 601 K/Sip/1972

Jual beli tanah vang dilaksanakan didesa dan diketahui oleh
lurah dan camat selaku pejabat akta tanah sudah cukup
membuktikan adanya jual beli vang sah (syarat untuk sahnya
sudah dipenuhi) dan syarat-syarat pasal 19 UUPA no. 5 Tahun
1960 mengenai ini bukan menentukan syarat sah tidaknya
perjanjian jual beli tetapi hanyalah suatu syarat pembuktian
vang harus diikuti setelah terjadinya suatu perjanjian jual beli
vang sah

¢. Yurisprudensi MARI No. 123 K/Sip/1970

Dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan
hak bersifat kontan, sedangkan pendaftaran sesuai dengan
UUPA no 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya bersifat

administratif belaka.
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